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Kata Pengantar
Puja dan puji syukur hanya milik Allah Swt.. Atas 
segala tuntunan dan hidayah-Nya, kami dapat 
menyelesaikan penulisan buku ini. Salawat dan salam, 
semoga senantiasa terlimpahkan ke hadirat penutup 
nabi dan rasul, Muhammad Saw.
Isu korupsi sampai saat sekarang ini masih menjadi 
persoalan serius di negara Republik Indonesia. 
Terungkapnya kasus-kasus korupsi di berbagai 
lini dengan modus yang bermacam-macam pantas 
menjadikan semua elemen bangsa ini merasa miris 
dan prihatin. Buku ini disusun pada dasarnya didasari 
oleh keprihatinan ini. Sebab itulah harapan agar 
buku ini dapat memberikan sumbangsih konstruktif 
terhadap konseptualisasi implementasi pendidikan 
antikorupsi di tingkat perguruan tinggi, khususnya di 
Aceh.
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Kami yakin bahwa penulisan dan penyusunan buku 
ini masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu, 
kami sangat terbuka terhadap saran konstruktif 
berbagai pihak, semoga buku yang berawal dari hasil 
penelitian lebih sempurna sehingga berguna demi 
kesempurnaan pada edisi yang akan datang.
Hormat kami,
Penulis
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BAB I
Pendahuluan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di negara 
Republik Indonesia merupakan salah satu masalah 
yang selama masa reformasi menjadi sorotan utama. 
Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kesadaran 
bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah salah 
satu penyebab vital keterpurukan di segala bidang 
yang melanda bangsa ini. Bagaikan virus ganas yang 
menyebar ke segala sendi bangsa ini, KKN telah 
menyebabkan keterpurukan tidak hanya pada bidang 
ekonomi, akan tetapi juga telah merambah bidang-
bidang lain seperti politik, birokrasi kepemerintahan, 
bahkan pendidikan. 
Tidak mengherankan bila kemudian virus KKN ini 
dijadikan musuh bersama dan digolongkan pada 
kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tentu 
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membutuhkan penanganan luar biasa pula. Hal ini 
pula yang kemudian mendorong dibentuknya Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.1 
Secara umum masyarakat Indonesia memiliki 
pandangan anti korupsi yang cukup baik. Terkait 
hal ini, Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
(Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan 
Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini 
dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 
170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) 
dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 
89 persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas 
masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data 
yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi 
(IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan 
perilaku anti korupsi. Survei ini juga menghasilkan 
indikator tunggal terkait pendapat responden 
terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman 
responden berhubungan dengan layanan publik yang 
1 Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU No. 
20 Tahun 2002. Di dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Komisi 
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan 
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya dalam 
Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan pembentukan lembaga ini 
adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.  
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mencakup perilaku penyuapan (bribery), pemerasan 
(extortion), dan nepotisme (nepotism).2  Fakta ini 
tentu saja positif, sebab secara umum masyarakat 
Indonesia sama-sama berpandangan bahwa korupsi 
adalah perbuatan buruk yang pantas dijadikan musuh 
bersama. 
Meski demikian, beberapa hasil survei lembaga-
lembaga transparansi masih mengindikasikan 
tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Misalnya, pada 
Kamis, 6 Desember 2012, Transparency International 
mengumumkan bahwa Indonesia menempati urutan 
ke 118 dari 176 negara dalam CPI 2012.  Pada tahun 
2012 skor Indonesia adalah 32, dan  sejajar posisinya 
dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan 
Madagaskar. Jika dibandingkan negara di kawasan 
Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura (skor 
87 di peringkat 5 dunia), Brunei Darussalam (skor 55 
di peringkat 46 dunia), Malaysia (skor 49 di peringkat 
54 dunia), Thailand (skor 37 di peringkat 88 dunia), 
dan Filipina (skor 34 di peringkat 118 dunia). Negara 
Asia Tenggara lainnya yang senasib dengan Indonesia 
2 Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, No. 07/01/Th. XVI, 
2 Januari 2013. Diakses dari http://www.bps.go.id/brs_file/
ipak_02jan13.pdf tanggal 20/06/2013. Lihat juga, http://www.
setkab.go.id/artikel-7819-.html diakses tanggal 20/06/2013; 
http://bisnis.liputan6.com/read/478989/survei-bps-orang-
indonesia-cenderung-anti-korupsi diakses tanggal 20/06/2013.
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dan berada di bawah peringkat bawah adalah, Vietnam 
dengan skor 31 di peringkat 123 dunia, dan Myanmar 
dengan skor 15 di peringkat 172.3
Di tahun 2014, berdasarkan Corruption Perception 
Index (CPI), secara global terdapat lima (5) negara 
yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut 
adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia 
(89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sedangkan lima (5) 
negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia 
(8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), 
dan Sudan Selatan (15). Skor yang turun tajam dalam 
CPI 2014 ini dialami oleh China (dengan skor 36), 
Turki (45) dan Angola (19). Dimana ketiga negara ini 
mengalami skor turun yang sangat tajam, sekitar 4-5 
poin (dalam skala 100). Meskipun diketahui bahwa 
China dan Turki mengalami pertumbuhan ekonomi 
lebih dari 4% dalam kurun waktu empat tahun 
terakhir. Sementara skor CPI Indonesia di tahun 
2014 sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 
negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 
poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun 
sebelumnya.4 Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 
3 http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/078446210/
Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Masih-Buruk diakses 
tanggal 20/06/2013. 
4 “Corruption Perceptions Index 2014” dalam http://www.ti.or.
id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-
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ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara 
pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam 
upayanya mencegah dan memberantas korupsi.
Setelah sempat menurun, praktik korupsi kembali marak 
dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan 
kurang efektifnya pemberantasan korupsi, yang 
menyebabkan koruptor tak pernah jera dan selalu memiliki 
kesempatan untuk melakukan korupsi.
Tren korupsi tersebut terindikasi dari perkembangan 
jumlah kasus dan tersangka korupsi selama periode 
2010-2014. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia 
Corruption Watch (ICW) jumlah kasus korupsi 
cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali 
meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus 
korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. 
Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan 
menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus.Namun, 
pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. 
Pada 2014, jumlah kasus korupsi semakin meningkat 
lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya 
sudah mencapai 308 kasus. Perkembangan jumlah 
kasus korupsi linier dengan jumlah tersangka korupsi. 
index-2014 diakses 6/12/2014. 
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Pada tahun 2010, jumlah tersangka korupsi mencapai 
1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 
2011 dan 2012. Namun, pada 2013, jumlahnya 
meningkat signifikan menjadi 1.271 orang dan 
diperkirakan bertambah lagi pada 2014.5
Hal yang mengenaskan, ternyata korupsi juga terjadi 
dalam dunia pendidikan, apalagi di tingkat perguruan 
tinggi.6 Padahal banyak pihak yang mensinyalir bahwa 
5 “Tren Korupsi Naik Lagi” http://nasional.kompas.com/
read/2014/08/ 18/ 10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi diakses 
18/8/2014. 
6 Kompas, 7/6/2012.  Salah satu kasus dugaan korupsi yang baru-
baru ini mencuat adalah yang terjadi di salah sebuah perguruan 
tinggi terkemuka di Aceh, Universitas Syiah Kuala. Tim Penyidik 
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tiga tersangka 
perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) program beasiswa 
Pemerintah Aceh di Unsyiah sebesar Rp 3,6 miliar dari sumber 
APBA 2009-2010. Ketiga tersangka tersebut masing-masing 
Prof. Dr. Darni M. Daud (mantan Rektor Unsyiah), Prof. Dr. M 
Yusuf Azis (mantan Dekan FKIP Unsyiah), dan Mukhlis (Kepala 
Keuangan Program Cagurdacil). Disinyalir kerugian negara 
sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Aceh adalah senilai Rp 3.618.623.500. Adapun pagu 
anggaran untuk program beasiswa calon guru daerah terpencil 
(Cagurdacil) dan Jalur Pengembangan Daerah (JPD) yang 
bersumber dari APBA 2009-2010 tersebut sekitar Rp 17,6 
miliar. Serambi Indonesia, 20/04/13; lihat juga “Mahasiswa Minta 
Usut Korupsi di Unsyiah” Serambi Indonesia,  Jumat, 5 Oktober 
2012; Sebelumnya kasus dugaan tindak pidana korupsi juga 
pernah menimpa IAIN Ar-Raniry. Kasus tersebut adalah terkait 
dengan penyelenggaraan pelatihan guru mata pelajaran Yayasan 
Tarbiyah Institut Agama Islam Ar-Raniry Kasus yang merugikan 
negara Rp3,083 miliar (versi BPKP) menjerat  Bendahara Yayasan 
Tarbiyah Nurmasyitah dan mantan PPK Satker Pendidikan 
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dari lembaga pendidikanlah mind set anti korupsi 
bisa ditanamkan. Dengan demikian, upaya melawan 
korupsi tidak hanya dilakukan dengan pemberantasan, 
akan tetapi juga pencegahan. Di sinilah sekali lagi 
lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) 
menduduki peran yang sangat signifikan.
Dalam konteks dunia pendidikan tinggi di Aceh, pada 
tanggal 4 Januari 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi 
KPK RI (diwakili Dr. Sjahruddin Rasul, SH) telah 
menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas 
Syiah Kuala (diwakili Dr. Darni Daud, MA) dan IAIN 
Ar-Raniry (diwakili Prof. Drs. Yusny Saby, M.A, Ph.D) 
di Balai Senat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Nota 
Kesepahaman ini menyangkut 3 bidang: 1) Pendidikan 
anti korupsi, 2) Kampanye anti korupsi, 3) Riset atau 
Kajian mengenai Pemerintahan yang baik dan benar.7 
Pertanyaannya, apakah Nota Kesepahaman tersebut 
Kesehatan Gender BRR Aceh-Nias M Saleh Yunus. Nurmasyitah 
divonis 3,5 tahun penjara serta Rp50 juta dan mengembalikan 
uang negara Rp652 juta. Sementara M. Saleh divonis 2 tahun 
dan denda Rp50 juta. Lihat “Kasus Korupsi Tarbiyah Ditutup” 
http://www.harianaceh.co/read/2011/09/07/16910/kasus-
korupsi-tarbiyah-ditutup diakses 7/09/ 2011; “Nurmasyitoh 
Bantah Keterangan Saksi” http://nasional.kompas.com/
read/2010/07/01/22395152/twitter.com diakses, 1 Juli 2010.
7 Anton Widyanto, “Korupsi dan Dunia Pendidikan”, Serambi 
Indonesia, 2/05/2013. 
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sudah dijalankan dengan baik? Melihat fakta 
mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menimpa 
Unsyiah baru-baru ini, sepertinya Nota Kesepahaman 
tersebut masih berhenti di atas kertas dan belum 
terimplementasikan dengan baik di lapangan. 
Padahal sebagai dua perguruan tinggi yang memiliki 
sejarah panjang pendidikan di Aceh, baik UIN Ar-
Raniry maupun Unsyiah telah ikut mewarnai roda 
pembangunan kehidupan sosial, politik maupun 
budaya masyarakat Aceh. Kedua-duanya merupakan 
simbol perubahan yang menjadi tumpuan harapan 
masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Sudah semestinya Nota Kesepahaman pemberantasan 
dan pencegahan  korupsi yang telah ditandatangani oleh 
kedua perguruan tinggi terkemuka di Aceh tersebut 
(UIN Ar-Raniry dan Unsyiah) diingat kembali dan 
dipikirkan secara serius implementasinya di lapangan. 
Bila hal ini dapat diaktualisasikan dengan baik, bukan 
tidak mungkin efek dominonya akan menyebar pada 
perguruan-perguruan tinggi lain di Aceh. 
Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua 
bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan 
–tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan 
oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta 
masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika 
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mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari 
masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– 
diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan 
korupsi di Indonesia.  Keterlibatan mahasiswa dalam 
upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya 
penindakan yang merupakan kewenangan institusi 
penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih 
difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut 
membangun budaya anti korupsi di masyarakat.8 
Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen 
perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi 
di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa 
perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup 
tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. 
Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif 
mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan 
nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-
hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh 
dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan 
sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. 
Untuk keperluan perkuliahan, maka penerapan 
pendidikan anti korupsi sangat penting dilakukan.9 
8 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti 
Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Nanang T. Puspito dkk (Ed) 
(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), hlm. v. 
9 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti 
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Karena dengan demikian, maka mahasiswa dan dosen 
akan sama-sama memiliki pemahaman anti korupsi.
Terkait dengan di atas, Dirjen Dikti mengeluarkan 
Surat Edaran Nomor : 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 
2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di 
Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada 
Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta 
(melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan 
Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam 
bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan 
dalam Mata Kuliah yang relevan. Surat Edaran ini 
pada dasarnya dibuat untuk menyahuti Instruksi 
Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi 
pengembangan pendidikan anti korupsi pada perguruan 
tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden 
RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. 
Dalam konteks PTAI yang berada di bawah Kementerian 
Agama melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi 
Agama Islam (Ditpertais) memang belum secara tegas 
mengatur hal serupa. Meski demikian, tentu tidak 
mengurangi pentingnya pelaksanaan pendidikan anti 
korupsi yang dimaksud. 
Korupsi..., hlm. v. 
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BAB II
Konsep Pendidikan Anti Korupsi 
Pada Lembaga Pendidikan Formal
 
A. Konsep dan Tujuan Pendidikan
Pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai 
usaha manusia  untuk membina kepribadiannya 
sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 
kebudayaan.10 Anton  Moeliono, memberikan 
pengertian pendidikan sebagai “Proses perubahan 
sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang 
dalam mengupayakan mendewasakan manusia melalui 
upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, 
dan cara-cara mendidik.”11 Ali Ashraf mendefinisikan 
“Pendidikan adalah sebuah aktivitas anak didik secara 
10 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan 
(Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 2.
11 Anton Moeliono, et-al, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1990), hlm. 204. 
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menyeluruh.”12Al-Attas, mengatakan “pendidik 
sebagai suatu proses penanaman nilai pada diri anak 
didik.”13. Zamroni mengartikan “pendidikan sebagai 
proses untuk mengembangkan anak-anak, mencakup 
pandangan hidup, sikap hidup,dn ketrampilan 
hidup.”14 Hasan Langgulung memandang “pendidikan 
sebagai upaya merubah dan memindahkan nilai 
budaya kepada setiap individu dalam masyarakat, 
yang dilakukan melalui proses tertentu.”15 H. M. 
Arifin, memandang “pendidikan sebagai suatu proses 
yang sistematis dalam mengarahkan anak didik 
dalam upaya mencapai tujuan tertentu.”16 Berbeda 
dengan Sugarda Poerbakawatja dan A.H. Harahap., 
mendefinisikan bahwa “pendidikan merupakan usaha 
sadar dari orang dewasa, untuk meningkatkan anak 
didik kearah kedewasaan secara optimal.”17 
12 Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam, Terj. Sori Siregar (Jakarta: 
Temprint, 1989), hlm. 1. 
13 Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam 
(Kuala Lumpur:  ABIM, 1980), hlm. 13. 
14 Zamroni, Dalam M. Masyhur Amin, Muhammad Najib (Ed), 
Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: LKPSM, 
I/1993), hlm. 111. 
15 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam (Jakarta: 
Pustaka al-Husna, 1985), hlm. 3. 
16 M. Arifin,  Falsafah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 
1994), hlm.13. 
17 Soegarda Poerbakawatja dan A. HLM. Harahap, Ensiklopedi 
Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 257-258. 
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Berkenaan dengan hal ini, Jujun S. Suriansumantri 
mengatakan bahwa pendidikan sebagai usaha 
sadar dan sistematis dalam membantu anak didik 
untuk mengembangkan pikiran, kepribadian dan 
kemampuan fisiknya.18 Sementara Rifat Syauqi 
Nawawi berpendapat:
Pendidikan adalah rangkaian usaha yang 
dilandasi kesadaran, dimana suatu bangsa 
mempersiapkan generasi mudanya untuk 
menjalan kehidupan dan memenuhi tujuan 
hidup mereka secara lebih baik. Dalam kata 
lain, pendidikan merupakan suatu proses  yang 
memakan waktu yang panjang, di mana suatu 
bangsa membina dan mengembangkan potensi 
dan kesadaran diri di antara individu-individu, 
dengan mewariskan kekayaan budaya, ilmu dan 
pemikiran kepada generasi pelanjut, sehingga 
semuanya itu menjadi inspirasi mereka dalam 
setiap aspek kehidupan mereka di masa depan.19
Dari sekian batasan definisi mengenai pendidikan, 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 
usaha sadar yang dilakukan manusia secara sistematis, 
18 Jujun S. Suriansumantri, Filsafah Ilmu-Sebuah Pengantar Populer 
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 264. 
19 Rifat Syauqi Nawawi, Rasionalitas Tafsir Muhammad Abdul, Kajian 
Masalah Akidah dan Ibadah (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 37. 
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terencana, berproses, bertahap, berjenjang dengan 
persyaratan-persyaratan tertentu dalam rangka 
memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak 
didik untuk mencapai kedewasaannya, dan tidak 
terlepas dari nilai-nilai budaya yang ada.
Berkenaan dengan pendidikan Islam, para  ilmuwan 
Muslim mencoba memberikan batasan pengertian. 
M. Arifin mendifinisikan pendidikan Islam sebagai 
sebuah proses sistem pendidikan yang mencakup 
seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh 
manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. 
Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan 
usaha dari orang dewasa yang bertakwa yang secara 
sadar dan membimbing pertumbuhan fitrah manusia 
melalui ajaran Islam ke arah maksimal pertumbuhan 
dan perkembangan.20
Sementara itu hasil Konferensi Dunia Pertama 
tentang Pendidikan Islam, tahun 1977 di Mekah, 
menyebutkan bahwa “pendidikan Islam tidah hanya 
berarti pengajaran al-Qur’an, Hadits, dan Fikih 
namun mencakup segala cabang ilmu pengetahuan 
yang diajarkan dari sudut pandangan Islam.”21 
20 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan  Teoritis dan 
Berdasarkan Pendekatan Interdispliner (Jakarta: Bumi Aksara, 
1993), hlm. 11. 
21 A. Zaki Badawi, Mu’jam Mustalahat al-‘Ulum al-Itjtima’iyyat 
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Menurut M. Kamal Hasan, sebagaimana dikutip oleh 
Taufiq Abdullah dan Sharon Siddiqie, menyatakan 
bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang 
berkesinambungan dari usaha pengembangan 
kepribadian manusia secara keseluruhan, yang 
mencakup intelektual, spritual, emosi, fisik. Sehingga 
seorang muslim dipersiapkan dengan baik untuk 
melaksanakan tujuan kehadirannya disisi Tuhannya 
sebagai Abd dan khalifah-Nya di bumi.22
Dari uraian-uraian di atas, dapat dilihat perbedaan-
perbedaan antara pendidikan pada umumnya 
dengan pendidikan Islam. Di antara perbedaan 
utamanya adalah bahwa pendidikan Islam bukan 
hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk 
kepentingan dunia, tetapi juga untuk memperoleh 
kebahagian hidup di akhirat kelak. Lebih dari itu 
pendidikan Islam berupaya membentuk pribadi yang 
mencerminkan ajaran-ajaran Islam, sehingga pribadi-
pribadi yang terbentuk tersebut tidak terlepas dari 
nilai-nilai ajaran agama Islam.
Dalam bahasa  Arab, “Pendidikan sering diistilahkan 
dengan al-Ta’lim, al-Tarbiyah, dan al-Ta’dib. Akan tetapi 
(Beirut: Maktabah Lubnan, 1982), hlm. 127. 
22 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum) (Jakarta: 
Bina Aksara, 1991), hlm. 44. 
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ketiga istilah tersebut mempunyai makna tersendiri 
dalam hubungannya dengan pendidikan,”23 yaitu 
sebagai berikut :
1. Kata al-Ta’lim, merupakan masdar dari kata ‘allama 
yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian 
atau penyampaian pengertian, dan keterampilan. 
Pengertian kata al-Ta’lim, dikaitkan dengan 
pengertian pendidikan, sesuai dengan firman 
Allah SWT: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam 
nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku naman benda-
benda itu jika memang kamu orang yang benar”. (QS. 
Al-Baqarah: 31).
2. Pengertian  al-Ta’lim lebih sempit maknanya, yaitu 
hanya sebatas proses pentransferan sejumlah 
nilai antar manusia. Kelihatannya hanya sebatas 
mempersiapkan peserta didik menguasai nilai 
yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik 
saja. Namun demikian menurut Abd. Fatah Jalal, 
bahwa pengertian kata al-Ta’lim secara implisit juga 
menanamkan aspek afektif, karena pengertian al-
Ta’lim juga ditekankan pada perilaku yang baik (al-
23 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, Jilid. 9 (Mesir: Dar al-Misriyyah, 
1992), hlm. 370. 
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akhlaq al-karimah).24 Mengenai hal ini Allah SWT 
berfirman:
“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan 
bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-
manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 
itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 
perhitungan (waktu).Allah tidak menciptakan 
yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada 
orang-orang yang mengetahui”. (QS. Yunus : 5)
3. Kata al-Tarbiyah, merupakan masdar dari 
kata rabba yang berarti mengasuh, mendidik 
dan memelihara.25 Dalam al-Qur’an, kata al-
Tarbiyah yang langsung merujuk pada pengertian 
pendidikan  tidak ditemukan, namun demikian 
terdapat kata lain yang seakar dengan kata al-
Tarbiyah, yaitu al-Rabb, rabbayani, dan rabbani. 
Tetapi pada dasarnya semua kata tersebut 
mempunyai kesamaan makna, yaitu mendidik.
Di dalam al-Qur’an terdapat kata al-Tarbiyah, dalam 
bentuk madhi, yaitu dalam firman Allah (Kama 
24 Abdul Fatah Jalal, Azas-Azas Pendidikan Islam, Terj. Herry Noer 
Ali (Bandung:  Diponegoro, 1988), hlm. 30. 
25 Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab…, Jilid 4, hlm. 98. 
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Rabbayani Saghira) dan bentuk mudhari’nya (nurabbi 
dan yurbi). Firman Allah Ta’ala: “Dan rendahkanlah 
dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah:”Wahai Rabbku, kasihilah 
mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil”. (QS. Al-Isra’: 24) dan dalam 
firman Allah: “Fir’aun menjawab : “Bukankah kami telah 
mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu 
masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami 
beberapa  tahun dari umurmu”. (QS. Al-Syu’ara’:18)
Serta dalam firman Allah: “Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai 
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah: 276).
Jadi dengan demikian al-Tarbiyah memiliki makna 
mengasuh, memelihara, membesarkan, bertanggung 
jawab, memberi makan, mengembangkan, 
menumbuhkan, memproduksi, serta menjinakkan, 
baik yang menyangkut dengan aspek jasmaniyah 
maupun rohaniyah.
“Para ilmuwan muslim berbeda-beda pandangan 
dalam memberikan pengertian mengenai al-Tarbiyah, 
Fakhr al-Razi mengartikan term rabbayani sebagai 
bentuk pendidikan dalam arti luas, yang meliputi 
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pendidikan yang bersifat ucapan (aspek kognitif) 
dan aspek tingkah laku (afektif).”26  Sedangkan 
Sayyid Quthub mengartikannya sebagai “upaya 
pemeliharaan jasmaniah terdidik dalam membantunya 
menumbuhkan kematangan sikap mental yang 
bermuara pada akhlaq al-karimah pada diri terdidik.”27
Kata al-Tarbiyah mengandung pengertian bahwa 
pendidikan merupakan proses pentransferan sesuatu 
sampai batas kesempurnaan (kedewasaan) dan 
dilakukan secara bertahap.28
Pengertian di atas lebih menekankan upaya 
penyampaian (al-Tabligh), hal ini sesuai dengan 
keadaan manusia, bahwa manusia lahir dalam 
keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah 
menganugerahkan kepada manusia potensi yang bisa 
mereka kembangkan dengan cara menerima sesuatu 
pengaruh dari luar dirinya. “Hal ini terbukti ketika 
Allah SWT mengajari Nabi Adam, yang sebelumnya 
tidak mengetahui apa-apa, namun setelah Allah SWT 
mengajari dengan nama-nama benda, akhirnya Nabi 
26 Fakhr al-Din al-Razi, Tafsir Fakhr al-Din al-Razi, Jilid 21 (Teheran: 
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 191. 
27 Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilal al-Qur’an, Jilid. 15 (Dar al-Ihya’: tt), 
hlm. 15. 
28 Abdurrahman al-Nahlawi, Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa 
Asalibuha (Damakus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 19-20. 
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Adam mampu menyebutkan nama-nama   benda 
tersebut, yang   malaikatpun tidak mengetahui nama-
nama tersebut.” 29.
Dari penjelasan di atas dapat diberikan batasan 
bahwa pendidikan Islam adalah upaya menyampaikan 
sesuatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar 
mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang 
terkandung di dalam ilmu pengetahuan tersebut. 
Pendidikan Islam berupaya mengoptimalkan potensi 
yang ada pada diri manusia dengan mengarahkan 
agar potensi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-
nilai Ilahiyah. 
Berkenaan dengan hal ini al-Maraghi membagi 
tugas al-Tarbiyah kepada dua dimensi: Pertama, 
pengembangan al-Tarbiyah khalqiyah, yaitu upaya 
pengarahan daya penciptaan, pembinaan dan 
pengembangan aspek jasmaniyah peserta didik agar 
dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan 
rohaniyah. Kedua, pengembangan al-Tarbiyyah 
diniyyah tahdzibiyyah, yaitu pembinaan jiwa peserta 
didik agar mampu berkembang ke arah kesempurnaan 
berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah.30 
29 Q.S Al-Baqarah / 2: 31. 
30 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid I (Beirut: Dar 
al-Fikr, t.t.), hlm. 30. 
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Kata al-Ta’dib, merupakan masdar dari addaba, yang 
berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada 
pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi 
pekerti terdidik. Substansinya lebih terfokus pada 
upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak 
mulia. Menurut Muhammad al-Naquib al-Attas, 
penempatan istilah al-Ta’dib lebih cocok digunakan 
dalam dikursus pendidikan Islam, dibandingkan 
dengan penggunaan terma al-Ta’lim dan al-Tarbiyah.31 
Bila dibandingkan ketiga kata tersebut, yaitu al-Ta’lim, 
al-Tarbiyah, dan al-Ta’dib, maka terdapat perbedaan 
pengertian mengenai fokus  yang ingin dicapai dari 
peserta didik, namun demikian ketiga pengertian 
di atas pada dasarnya saling berkaitan antara satu 
dengan yang lainnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan Islam adalah usaha yang diharapkan secara 
terus menerus dan berkesinambungan, sistematis 
dan terencana dalam usaha memberikan sejumlah 
pengetahuan atau nilai-nilai kepada pihak peserta 
didik dalam mengembangkan pontensi  yang mereka 
miliki. Ini ditendensikan demi terbentuknya pribadi-
pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran Islam, 
31 Muhammad al-Naquib al-Attas, The Concept of Education …, hlm. 
25-30. 
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sehingga mereka mempu menjalankan fungsinya 
sebagai hamba dan Khalifah Allah SWT di muka bumi.
Selanjutnya terkait dengan tujuan pendidikan, secara 
umum “tujuan mengandung pengertian arah atau 
maksud yang ingin dicapai lewat upaya atau aktivitas”32 
Berdasarkan tujuan inilah segala aktivitas manusia 
menjadi terarah dan berpenghujung atau bermakna, 
namun  tanpa adanya tujuan yang jelas manusia akan 
kaku, kabur dan terobang-ambing. Oleh karena itu, 
seluruh karya dan aktivitas haruslah mempunyai 
orientasi tertentu, terutama hal yang menyangkut 
dengan pendidikan secara umum maupun pendidikan 
Islam secara khusus. 
Upaya memformulasikan suatu tujuan, tidak 
terlepas dari pandangan hidup masyarakat dan nilai 
religius pelaku aktivitas itu sendiri. Terkait hal ini, 
tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub 
dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah: “Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
32 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan 
al-Qur’an. Terj. M. Arifin, Zainuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 
I/1990), hlm. 131-132. 
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kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.” Makna yang terkandung di 
dalam pasal ini menegaskan bahwa tujuan pendidikan 
nasional berupaya menyeimbangkan antara aspek 
kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, 
kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial para 
peserta didik. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan 
pendidikan nasional di atas secara  garis besar sejalan 
dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan Islam. 
Pada dasarnya untuk memahami tujuan pendidikan 
Islam dapat mengacu pada QS. Al-Dzariyat ayat 56 di 
mana Allah SWT berfirman: “Aku tidak menciptakan 
jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepadaKu”.
Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia sebagai 
hamba dituntut untuk mengabdi kepada Penciptanya 
guna mampu membangun dunia  dan mengelola alam 
semesta sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan 
Allah SWT.”33 
33 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 
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Secara historis, tujuan pendidikan Islam mengalami 
perkembangan seirama kepentingan dan 
perkembangan masyarakat, sangat bergantung 
dimana pendidikan itu dilaksanakan. Misalnya 
tujuan pendidikan pada masa Rasulullah SAW, 
dengan dinamika masyarakatnya yang sederhana, 
berbeda jauh dengan tujuan pendidikan abad IV H. 
Apalagi pada abad modern sekarang ini.34 Seirama 
dengan dinamika perkembangan zaman  tersebut, 
maka tujuan pendidikan Islam pun mengikuti irama 
perkembangan zaman, akan tetapi masih tetap, tidak 
terlepas dari koridor nilai-nilai Ilahiyah dan dari 
tujuan umumnya  yaitu  ibadah.35 
Disebabkan perkembangan ini, para ahli muslim 
pun mencoba  untuk memberikan batasan definisi 
yang sesuai mengenai tujuan pendidikan Islam, di 
antaranya, yaitu sebagaimana  yang didefinisikan oleh 
Muhammad  Fadhil al-Jumaly:
Tujuan pendidikan Islam adalah membina kesadaran 
atas diri manusia itu sendiri, dan atas sistem sosial 
1994), hlm. 172-173. 
34 Ali al-Jumbulati, Perbandingan Pendidikan Islam, terj. H. M. Arifin 
(Jakarta:  Rineka Cipta, 1994), hlm. 36. 
35 Abdurrahman al-Nahlawi, Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah…, hlm. 
107-108.
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yang Islami. Sikap dan rasa  tanggung jawab sosialnya, 
juga terhadap alam ciptaan-Nya serta kesadarannya 
untuk mengembangkan dan mengelola alam ini, bagi 
kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Yang 
sangat terpenting lagi adalah terbinanya makrifat 
kepada Allah Pencipta alam semesta, beribadah 
kepada-Nya, dengan cara melaksanakan segala 
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.36  
Untuk itu pendidikan Islam mesti dirancang sedemikian 
rupa demi menumbuhkan kepribadian anak didik 
yang seimbang dari totalitas kepribadiannya, melalui 
latihan spritual, intelektual, rasional, dan lainnya 
yang mengacu kepada trilogi hubungannya, yaitu 
dengan Allah SWT, sesama manusia dan alam secara 
bijaksana dan harmonis.
Dengan demikian pendidikan Islam haruslah 
menyeluruh, mampu mewujudkan pertumbuhan 
manusia dalam segala aspeknya, yaitu, spritual, 
intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, dan bahasa 
secara individual maupun kolektif. Dapat mendorong 
semua aspek tersebut ke arah kebaikan dan mencapai 
kesempurnaan, “tujuan akhirnya adalah dengan 
perwujudan ketundukkan yang sempurna kepada 
36 Mohd. Fadhil al-Jumaly, Nahwa Tarbiyat Mukrinat (Al-Syirkah 
Al-Tunisiyatli al-Tauzi’, 1977), hlm. 109. 
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Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh 
umat manusia.”37
Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tujuan 
pendidikan Islam lebih berorientasi pada nilai-nilai 
luhur dari Tuhan yang harus diinternalisasikan 
ke dalam diri individu anak didik lewat proses 
pendidikan. Dengan cara penanaman nilai-nilai 
tersebut diharapkan, pendidikan Islam maupun 
mengantarkan, membimbing, dan mengarahkan anak 
didik (manusia) untuk mampu melaksanakan fungsi 
hamba  dan fungsi Khalifah.
Meurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan Islam 
adalah pencapaian tujuan yang diisyaratkan al-
Qur’an, yaitu: “serangkaian upaya yang dilakukan 
oleh seorang pendidik dalam membantu (membina) 
anak didik menjalankan fungsinya di muka bumi, baik 
pembinaan pada aspek material maupun spiritual. 
Dengan pencapaian tujuan tersebut diharapkan anak 
didik akan mampu menjadi makhluk dwi dimensi 
yang integral dan utuh.”38 
Pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam memiliki 
37 M. Arifin, Kapita selekta Pendidikan (Islam dan Umum) (Jakarta: 
Bina Aksara, 1991), hlm. 4.
38  M. Quraish Shihab, Membumikan..., hlm. 173.
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dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan tujuan 
pendidikan pada  umumnya. Hal ini dapat dimengerti 
karena tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan 
Islam, bukan saja pada pemenuhan aspek material, 
akan tetapi akan lebih luas lagi dengan terpenuhinya 
aspek rohaniyah dengan nilai-nilai Ilahiyah. Aspek-
aspek inilah yang bertindak  sebagai alat kontrol yang 
tertinggi dari seluruh aktivitas manusia. 
Jadi jelaslah bahwa, tujuan pendidikan Islam meliputi 
cakupan aspek yang lebih luas. Keluasan cakupan 
aspek yang menjadi tujuan pendidikan Islam, 
meliputi pencapaian tujuan jasmaniyah, ruhaniyah, 
mental, sosial, dan bersifat universal. Bila kesemua 
aspek tersebut dapat direalisasikan dengan sebaik-
baiknya, maka akan tewujudnya kehidupan manusia 
yang harmonis dan seimbang ke arah pencapaian 
mardhatillah.
Dengan demikian Islam dapat disimpulkan, bahwa 
pendidikan harus dapat menumbuhkan keseimbangan 
kepribadian manusia, melalui pendidikan segi spirit, 
emosi, intelek, rasio, dan organ-organ inderawinya, 
karena itu pendidikan Islam mesti melayani 
pertumbuhan manusia dalam segala seginya; yaitu 
spiritual, imajinatif, ilmiah, fisik secara individu, 
mampu kolektif dan mendorong semua segi ini 
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ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. 
Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menyadarkan 
kepatuhan sempurna manusia kepada Allah SWT 
Pada tingkat individu, masyarakat dan umat manusia 
pada umumnya.
Tujuan pendidikan Islam yang begitu luas dan 
kompleks, tidak mungkin dicapai secara sekaligus dan 
dalam waktu yang relatif singkat. Untuk tercapainya 
tujuan pendidikan Islam yang bersifat universal, 
maka tujuan pendidikannya harus dikelompokkan 
pada tahapan-tahapan tertentu. Dan diharapkan 
dengan adanya pentahapan ini, tujuan pendidikan 
Islam yang diinginkan tersebut akan lebih terarah dan 
lebih mudah dioperasionalkan.
Namun demikian tidak berarti pembagian tahapan-
tahapan tersebut sebagai pemisah antara satu tujuan 
dengan  tujuan yang lain, tetapi yang dimaksudkan 
dengan pembagian pentahapan tujuan tersebut adalah 
untuk memudahkan pencapaian tujuan akhir dari 
pendidikan Islam, yaitu mencapai mardhatillah. Masing-
masing tahapan tujuan itu saling berkaitan satu dengan 
yang lainnya. Bila salah satu dari tahapan tersebut 
mengalami hambatan, maka akan sangat berpengaruh 
pada pencapaian tujuan pada  tahap berikutnya.
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Tujuan-tujuan pendidikan Islam, secara garis 
besarnya, dapat dikelompokkan kepada 3 tahap,39 
yaitu :
1. Tujuan Tertinggi atau Tujuan  Terakhir.
“Tujuan ini berlaku  umum bagi seluruh umat Islam, 
tanpa dibatasi oleh ideologi dan wilayah suatu negara, 
cakupannya bersifat universal. Orientasi yang ingin 
dicapai dengan tujuan ini merupakan tujuan final 
dari hakikat eksistensi manusia sebagai hamba dan 
ciptaan Allah SWT di muka bumi, yaitu sebagai ‘abid 
dan khalifah fi al-ardh.”40 Di antara tujuan yang harus 
dicapai oleh pendidikan Islam, adalah :
a. Menjadi hamba Allah hamba Allah yang paling 
bertakwa dan senantiasa taqarrub kepada-Nya. 
Pencapaian tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup 
dan diciptakannya manusia, semata: “Dan Aku 
tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-Ku”. (QS. Al-Dzariyat: 56)
b. Memaksimalkan dan mengaktualkan seluruh 
potensi para terdidik sesuai dengan nilai-nilai 
ajaran Islam, dengan kemampuan tersebut ia 
39 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa 
Psikologi dan Pendidikan (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), hlm. 
30-33.
40  Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan…, hlm. 57-59.
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mampu menjalankan fungsi khalifah di muka 
bumi, sebagai wakil Allah. Sehingga pada 
gilirannya ia mampu memanfaatkan keberadaan 
alam dengan seksama dan bertanggung jawab, 
menjadi rahmatlah ia bagi seluruh alam semesta, 
firman Allah: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam”. (QS. Al-Anbiya’:107)
c. Mengantarkan para terdidik untuk mencapai 
kebahagiaan dan kesejahteraan  hidup dunia 
dan akhirat secara seimbang dalam firman Allah: 
“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya 
Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa 
neraka”. (QS. Al-Baqarah: 201); “Katakanlah: 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, ibadahku, 
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb 
semesta alam”, (Qs. Al-An’am:162).
Tujuan-tujuan di atas merupakan tujuan tertinggi 
dari pendidikan Islam, dengan pencapaian tujuan 
tersebut diharapkan mampu membentuk kepribadian 
manusia sebagai khalifah yang memiliki keimanan 
yang teguh dan kuat, tidak mudah terombang ambing 
serta tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu dengan 
melaksanakan segala ajaran-ajaranNya, yang telah 
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diwahyukan-Nya melalui Jibril kepada Rasul-Nya, 
untuk disampaikan kepada umatnya dan kepada 
seluruh alam.
2. Tujuan Umum
“Di samping tujuan tertinggi atau terakhir bagi 
pendidikan, ada lagi tujuan-tujuan yang dekat atau 
langsung bagi pendidikan Islam yang dianggap lebih 
khusus dari pada tujuan tertinggi yang bertahap dua 
tahap atau dua jenis, yaitu tujuan-tujuan yang umum 
dan tujuan-tujuan yang khusus.”41
Tujuan umum ini berupaya mengantarkan peserta 
didik untuk mengembangkan seluruh potensi yang 
dimilikinya  dengan sebaik-baiknya dari segala aspek 
kemanusiaan yang dimilikinya, antara lain perubahan 
sikap, tingkah laku, kebiasaan, penampilan, dan 
pandangan peserta didik, yang sudah barang tentu 
untuk pencapaian tujuan ini selalu harus disesuaikan 
dengan tingkat kecerdasan, usia, dan keadaan peserta 
didik. Tujuan umum ini merupakan tujuan sementara 
atau tujuan tahap awal dalam rangka mengantarkan 
peserta didik untuk mencapai tujuan tertinggi  atau 
tujuan akhir  dari pendidikan Islam.
41 Omar Mohammad al-Toumi al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyyah 
al-Islamiyyah (Falsafah Pendidikan Islam), Terj. Hasan Langgulung 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 413.
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Muhammad Athiya al-Abrasyi dalam kajiannya tentang 
“pendidikan Islam telah menyimpulkan lima  tujuan 
umum yang asasi bagi pendidikan Islam,”42 yaitu:
a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang 
mulia. Kaum muslimin sepakat bahwa pendi-
dikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dan 
bahwa mencapai akhlak yang mulia sempurna 
adalah tujuan pendidikan sebenarnya. Dan bu-
kanlah tujuan pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pemikiran Islam untuk mengisi otak pe-
lajar dengan maklumat-maklumat kering dan 
mengajar mereka pelajaran-pelajaran yang be-
lum mereka ketahui. Jadi boleh diringkaskan 
tujuan asasi pendidikan Islam itu dalam suatu 
kata, yaitu keutamaan. Menurut tujuan ini 
semua pelajaran haruslah merupakan pelajaran 
akhlak, dan setiap guru haruslah memelihara 
akhlak, dan setiap pengajar haruslah memikir-
kan akhlak keagamaan di atas segala-galanya.
b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan 
akhirat. Pendidikan Islam  tidak hanya menaruh 
perhatian pada segi keagamaan saja dan tidak 
hanya segi keduniaanya saja, tetapi ia menaruh 
42 Omar Mohammad al-Toumi al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyyah…, 
hlm. 416-418.
Anton Widyanto - Maria Ulfah 3333
perhatian pada kedua-keduanya sekaligus dan ia 
memandang persiapan untuk kedua kehidupan 
itu sebagai tujuan diantara tujuan-tujuan umum 
yang asasi.
c. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan 
segi kemanfaatan. Pendidikan Islam tindakan 
semuanya  bersifat agama dan akhlak, atau 
spiritual semata-mata, tetapi menaruh perhatian 
pada segi kemanfaatan pada tujuan-tujuan, 
kurikulum, dan aktifitasnya. Pendidik-pendidik 
muslim memandang kesempurnaan manusia 
tidak akan tercapai kecuali  dengan memadukan 
kesempurnaan manusia tidak akan tercapai 
kecuali dengan memadukan antara agama dan 
ilmu pengetahuan, atau menaruh perhatian 
pada segi-segi spirituil, akhlak dan segi-segi 
kemanfaatan. Di antara teks-teks yang dipegang 
pendidik-pendidik itu dalam penguatan tujuan 
atau maksud pendidikan ini adalah surat yang 
dikirim oleh Umar bin Khattab r.a kepada wali-
walinya yang berbunyi :
“sesudah itu ajarkanlah anak-anakmu berenang, 
menunggang kuda dan ceritakan kepada mereka 
adab sopan santuan dan syair-syair yang baik”. 
Maka umar r.a memerintahkan lewat suratnya itu 
PERGURUAN TINGGI ANTI KORUPSI34
mengajar kanak-kanak berenang, menunggang 
kuda, pendidikan jasmani, kemahiran perang, 
memelihara bahasa Arab, meriwayatkan 
pepatah-pepatah dan syair-syair yang baik.”
d. Menumbuhkan jiwa semangat (scientific 
spirit) pada pelajar dan memuaskan keinginan 
arti  untuk mengetahui (curiosity) dan 
memungkinkan ia mengkaji ilmu sekedar  ilmu. 
Pada waktu pendidik-pendidik muslim menaruh 
perhatian kepada pendidikan agama dan akhlak 
dan mempersiapkan diri untuk kehidupan dunia 
dan akhirat dan mempersiapkan untuk mencari 
rezeki, mereka juga menumpuhkan perhatian 
pada sains, sastra, kesenian dalam berbagai 
jneisnya, sekadar sebagai sains, sastra dan seni.
e. Menyiapkan pelajar dari segi profesional, tehnis 
dan perusahaan supaya ia dapat menguasai 
profesi tertentu, teknis  tertentu dan perusahaan 
tertentu, supaya  ia dapat mencari rezeki. 
Begitu juga ia tak lupa melatih badan, akal, hati, 
perasaan, kemauan, tangan, lidah dan pribadi.
3. Tujuan Khusus
Tujuan khusus pedidikan Islam merupakan bagian 
dari tujuan umum dan tujuan tertinggi atau tujuan 
Anton Widyanto - Maria Ulfah 3535
terakhir. Tanpa beorientasi pada tujuan khusus ini, 
maka mustahil tujuan yang lainnya bisa tercapai.
Di antara tujuan  khusus ini yang ingin dicapai43 
adalah :
a. Memperkenalkan kepada generasi muda akan 
akidah-akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul 
ibadah, dan cara-cara melaksanakannya dengan 
benar, dengan membiasakan mereka berhati-
hati mematuhi akidah-akidah agama dan 
menjalankan, menghormati syiar-syiar agama.
b. Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri 
pelajaran terhadap agama  termasuk prinsip-
prinsip, dan dasar-dasar akhlak  yang mulia. 
Begitu juga menyadarkannya akan bidah-bidah, 
khurafat-khurafat, kepalsuan-kepalsuan, dan 
kebiasaan-kebiasaan yang usang yang melekat 
pada Islam tanpa disadari, padahal Islam bersih 
dari itu.
c. Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta 
alam, dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-
kitab dan hari akhirat.
43 Omar Mohammad al-Toumi al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyyah…, 
hlm. 422-424.
PERGURUAN TINGGI ANTI KORUPSI36
d. Menumbuhkan minat generasi muda untuk 
menambah pengetahuan dalam adab dan 
pengetahuan keagamaan dan untuk mengikuti 
hukum-hukum agama dengan kecintaan dan 
kerelaan.
e. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan 
kepada al-Qur’an, berhubungan dengannya, 
membacanya dengan baik, memahaminya dan 
mengamalkan ajaran-ajarannya.
f. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah 
dan kebudayaan Islam, pahlawan-pahlawannya 
dan mungikuti jejak mereka.
g. Menumbuhkan rasa rela, optimisme, 
kepercayaan diri, tanggung jawab, menghargai 
kewajiban, tolong-menolong atas kebaikan 
dan takwa, kasih sayang, cinta kebaikan, sabar, 
perjuangan untuk kebaika, memegang teguh 
prinsip, berkorban untuk agama, tanah air 
danbersikap untuk membelanya.
h. Mendidik naluri, motivasi, keinginan generasi 
muda dan membenteginya dengan akidah 
dan nilai-nilai, dan membiasakan mereka 
menahan motivasi-motivasinya, mengatur 
emosi dan membimbingnya dengan baik. Begitu 
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juga mengajar mereka berpegang pada adab 
kesopanan dalam hubungan dan pergaulan 
mereka, baik si rumah atau di sekolah  atau 
di jalanan atau pada lain-lain bidang  dan 
lingkungan.
Membersihkan hati mereka dari dengki, hasad, irihati, 
benci, kasar, zalim, egois, tipu, khianat, nifak, ragu, 
perpecahan dan perselisihan.
B. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi
1. Pengertian dan Faktor Penyebab Korupsi
Istilah korupsi berasal dari kata Latin “corruptus” atau 
“corruptio” Corruptio. Kata “corruptus” yang semula 
berarti: to abuse (menyalahgunakan“ atau “to deviate” 
(menyimpang). Dalam bahasa Belanda, korupsi 
berasal dari kata corruptie, yang turun ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, 
korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap.44 
Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi 
diartikan sesuai perspektif yang dipergunakannya. 
Dalam dunia politik, korupsi sering diartikan sebagai 
“abuse of public power” untuk kepentingan pribadi 
atau kelompok. Dari sisi moralitas atau humanitas, 
44 KPK,  Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, 
(Jakarta: KPK, 2006). 
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korupsi dikonotasikan sebagai mode of conduct yang 
menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan 
norma-norma kemasyarakatan. Dalam arti yang luas, 
korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan 
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dengan 
demikian, korupsi merupakan  tindakan mengambil 
secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau 
barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga 
atau kelompok tertentu.
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, 
baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. 
Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa  ketika 
perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta 
sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka 
dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan 
korupsi “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan 
seluruh pejabat kemudian `terpaksa`korupsi kalau 
sudah menjabat”.45 Nur Syam memberikan pandangan 
bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi 
adalah karena ketergodaannya akan dunia materi 
atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika 
dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan 
sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh 
melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang 
45 Ansari Yamamah Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi http://
dellimanusantara.com/index.php  diakses tanggal 20/12/2013.
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akan melakukan korupsi.46 Dengan demikian, jika 
menggunakan sudut pandang penyebab korupsi 
seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah 
cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang 
terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan 
cara yang salah dalam mengakses kekayaan.
Ada pula yang mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek 
perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek 
masyarakat tempat individu dan organisasi berada. 
Terhadap aspek perilaku individu, sebab-sebab 
seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan 
dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai 
keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. 
Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong 
untuk melakukan korupsi antara lain: (a) sifat tamak 
manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi 
godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau 
(malas) bekerja keras. 
Erry Riyana Hardjapamekas  menyebutkan tingginya 
kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa 
hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan 
kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai 
46 Nur Syam, “Penyebab Korupsi”, http://nursyam.sunan-ampel.
ac.id diakses tanggal 20/12/2013.
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Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi 
penegakan hukum dan peraturan perundangan, 
(4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) 
Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga 
perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, 
(6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan 
lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, 
kejujuran, rasa malu, moral dan etika.47
Secara umum faktor penyebab korupsi karena 
beberapa hal: 
1. Faktor Politik
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya 
korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika  terjadi instabilitas 
politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, 
bahkan ketika meraih dan mempertahankan 
kekuasaan. Perilaku korup seperti  penyuapan, politik 
uang  merupakan  fenomena  yang sering  terjadi. 
Terkait dengan hal itu memberikan  gambaran  bahwa 
politik uang (money politics) sebagai use of money and 
material benefits in the pursuit of political influence..
Politik uang (money politics) merupakan tingkah laku 
negatif karena uang digunakan untuk membeli suara 
47 Erry R. Hardjapamekas, “Melawan Korupsi Tugas Kita Semua” 
http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html diakses 
23/9/2011.
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atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota 
partai supaya memenangkan pemilu si pemberi 
uang.48
Penyimpangan pemberian kredit atau penarikan pajak 
pada pengusaha, kongsi antara penguasa dengan 
pengusaha, kasus-kasus pejabat Bank Indonesia 
dan Menteri di bidang ekonomi pada rezim lalu dan 
pemberian cek melancong yang sering dibicarakan 
merupakan sederet kasus yang menggambarkan 
aspek politik yang dapat menyebabkan korupsi.49
Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan 
adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, 
pemberian perlindungan, pencurian barang-barang 
publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi 
yang disebabkan oleh konstelasi politik.50  Sementara 
menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku 
curang (politik uang) pada pemilihan anggota 
legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana 
48  Terence Gomez, Edmund, Malaysia’s Political Economy: Politics, 
Patronage And Profits (UK: Cambride University Press, 2000), 
hlm. 20.
49  Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi  (Semarang: Widyakarya 
Press, 2009), hlm. 34.
50 Susanto, AA., “Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah” 
di ambil dari http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/
artikel15.html diakses 5/7/2002.
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illegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian 
konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik 
lobi yang menyimpang.51 
Penelitian James Scott mendiskripsikan bahwa dalam 
masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif 
dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis 
elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik 
pribadi dan bukan pada isu kebijakan,  yang terjadi pada 
umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi 
itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para 
pejabatnya. Robert Klitgaard menjelaskan bahwa proses 
terjadinya korupsi dengan formulasi M+D–A=C. Simbol 
M adalah monopoly, D adalah discretionary (kewenangan), 
A adalah accountability (pertanggungjawaban).52
Penjelasan atas simbul tersebut dapat dikatakan bahwa 
korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) 
ditambah dengan kewenangan yang begitu besar 
tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
2. Faktor Hukum
Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari 
aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya 
51 Maria Gonzales De Asis, Coalition-Building to Fight Corruption, 
Paper Prepared for the Anti-Corruption Summit, (ttp: World Bank 
Institute, 2000), hlm. 23. 
52 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, terj. Hermojo (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 45.
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penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, 
mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang 
diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak 
jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; 
kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain 
(baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). 
Sanksi yang tidak equivalen dengan perbuatan yang 
dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa 
terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep 
yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua 
itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel 
dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional 
atau tidak produktif dan mengalami resistensi. 
Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun 
yang dominan adalah: Pertama, tawar menawar dan 
pertarungan kepentingan antara kelompok dan 
golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan 
yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik 
uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap 
(political bribery), utamanya menyangkut perundang-
undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya 
timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta 
tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah 
dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak 
pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan 
begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak 
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yang berkepentingan. 
Tindakan korupsi mudah timbul karena ada 
kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, 
yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-
undangan yang bermuatan kepentingan pihak-
pihak tertentu. (b) kualitas peraturan perundang-
undangan kurang  memadai, (c) peraturan kurang 
disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu  ringan, (e) 
penerapan sanksi yang  tidak konsisten dan pandang 
bulu, (f ) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan 
perundang-undangan.
Kenyataan bahwa berbagai produk hukum di masa 
Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik 
untuk melanggengkan kekuasaan, di era reformasi 
pun ternyata masih saja  terjadi. Banyak produk 
hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi 
berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan 
mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan. 
Bibit Samad Riyanto  mengatakan lima hal yang 
dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan 
korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai 
dengan munculnya aturan perundang-undangan, 
seperti Perda, dan peraturan lain ; kedua, adalah 
intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga 
adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) 
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yang minim; keempat adalah pengawasan baik 
bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya 
taat aturan.53
Dari beberapa  hal yang disampaikan,  yang paling 
penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. 
Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti 
konskuensi dari apa yang ia lakukan. Sementara itu 
Rahman Saleh merinci ada empat faktor dominan 
penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, 
yakni faktor penegakan hukum, mental aparatur, 
kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan 
rendahnya ‘political will’.54 Kemampuan lobi kelompok 
kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik 
dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah 
dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai 
motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-
sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan 
bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena 
aspek peraturan perundang-undangan yang lemah 
atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
53 Bibit Samad Rianto, “Undang-Undang Pengadilan Tipikor 
dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi”, dalam Amir 
Syarifudin, dkk (Penyunting) Bunga Rampai Potret Penegakan 
Hukum di Indonesia, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 
2009), hlm. 19. 
54 Abdul Rahman Saleh, “Korupsi Tergolong Extraordinary” 
<http://www.arsip.pontianakpost .com/ber ita/index .
asp?Berita=Pinyuh&id=129619 diakses tanggal 20/12/2013.
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Hal senada juga dikemukakan oleh Basyaib, dkk 
yang menyatakan bahwa lemahnya sistem peraturan 
perundang-undangan memberikan peluang untuk 
melakukan tindak pidana korupsi. Rasa keadilan 
sering  terusik  jika  membandingkan proses hukum 
terhadap kasus kasus kecil seperti pencurian dua 
buah kapuk randu  atau kasus pencurian dua  buah 
semangka   yang sangat marak dibicarakan pada 
penghujung tahun 2009 dengan  penanganan terhadap 
kasus  korupsi  yang sangat  lambat  dan tidak  pernah 
tuntas. Hukum atau penegakan hukum dalam  tataran 
inilah  yang bisa dilihat  dan dirasakan  langsung 
oleh  masyarakat.  Disamping tidak bagusnya produk 
hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya 
korupsi, praktik penegakan hukum juga masih dililit 
berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari 
tujuannya. Secara  kasat  mata, publik  dapat melihat 
banyak  kasus yang menunjukan adanya diskriminasi 
dalam proses penegakan hukum termasuk  putusan-
putusan  pengadilan.55
3. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab 
terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari 
55 Basyaib, HLM. , Holloway R., dan Makarim NA. (ed.), Mencuri 
Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3 (Jakarta: 
Yayasan Aksara dan Patnership for  Good Governance Reform, 
t.t), hlm. 22.
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pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. 
Pendapat  ini tidak mutlak  benar  karena dalam 
teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh 
Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan 
oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang 
paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh 
komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan 
hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang 
kaya dan berpendidikan tinggi.56 Pendapat lain 
menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan 
pegawai negeri memang merupakan faktor yang 
paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan 
meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula 
oleh Guy J. Pauker yang menyatakan  sebagai berikut: 
Although corruption is widespread in Indonesia 
as means of supplementing excessively low 
governmental salaries, the resources of the nation 
are not being used primarily for  the accumulation of 
vast private fortunes, but for  economic development 
and some silent, for welfare.57 
Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan 
bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun enam 
56 Sulistyantoro, HT., “Etika dalam Menyikapi Korupsi”, Kompas, 
Senin, 2 Agustus 2004. 
57 Guy J. Pauker, “Indonesia 1979: The Record of Three Decades” 
(Asia Survey Vol XX No. 2, 1980), hlm. 7.
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puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk 
golongan terbesar dari pegawai  gaji sebulan  hanya 
sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat 
dipahami, bahwa dengan situasi demikian para 
pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan 
dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya 
dengan meminta uang ekstra.58 Hal demikian 
diungkapkan pula oleh KPK dalam buku “Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah”, bahwa 
sistem penggajian kepegawaian  sangat terkait degan 
kinerja  aparatur pemerintah. Tingkat  gaji  yang 
tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai 
merupakan masalah sulit  yang  harus dituntaskan 
penyelesaiannya.59 Aparatur pemerintah yang merasa 
penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan 
kontribusi yang diberkannya dalam menjalankan 
tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal 
melaksanakan tugas pokoknya. Selain rendahnya gaji 
pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi 
penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah 
kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan 
faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk 
memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. 
58 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya 
(Jakarta: PT Gramedia, 1991), hlm. 38.
59  KPK, Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah 
(Jakarta: KPK, 2006), hlm. 19. 
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Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, 
banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan 
merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan 
demikian tidak benar sepenuhnya, sebab  banyak 
korupsi  yang dilakukan  oleh  pemimpin  Asia dan 
Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. 
Dengan demikian korupsi bukan disebabkan  oleh 
kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan 
disebabkan oleh korupsi.60 Menurut korupsi politisi 
membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. 
Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak 
adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, 
untuk ketidakstabilan lengkap dalam identitas bangsa, 
ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota 
parlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam 
perilaku korup.61
4. Faktor organisasi
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam 
arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian 
lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi 
korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya 
60 Jaremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem 
Integritas Nasional (Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia, 2003), 
hlm. 27.
61 Henry Kissinger, Hubungan Internasional (Politik Luar Negeri 
Amerika Serikat) (New York : W.W. Norton & Company, 1977), 
hlm. 19.
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memberi andil terjadinya korupsi karena membuka 
peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.62 
Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang 
sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, 
maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab 
terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini 
meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) 
tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem 
akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, 
(d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam 
organisasinya. Terkait dengan hal ini terdapat lima 
fungsi penting dalam organizational goals: (1) focus 
attention; (2) provide a source of legitimacy (3) affect the 
structure of the organization (4) serve as a standard (5) 
provide clues about the organization. Focus attention, 
dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam 
guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan 
kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi 
sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para 
anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala 
kegiatan dan tetang apa yang tidak, serta apa yang 
harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. 
Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, 
oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada 
62 Tunggal I.S. dan Tunggal A.W, Audit Kecurangan dan Akuntansi 
Forensik (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 36.
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tujuan organisasi, baik disadari maupun tidak. 
Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau 
pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh 
para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran 
tindak-tindakan dan keputusan-keputusannya. 
Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan 
pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. 
Dalam fungsinya yang demikian tujuan organisasi 
menghubungkan para anggotanya dengan berbagai 
tata cara dalam kelompok. Ia berfungsi untuk 
membantu para anggotanya menentukan cara terbaik 
dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu 
tindakan. Standar tindakan itulah yang akan menjadi 
tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Karena 
sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya 
bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri di 
bawah sebuah pola tingkah laku (yang normatif), 
sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama 
hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia 
mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang 
telah ditentukan.
Di sinilah letaknya bila kurang ada teladan dari 
pimpinan bisa memicu  perilaku  korup. Fenomena 
korupsi di atas menurut Baswir pada dasarnya berakar 
pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial. Dalam 
birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat 
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memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap 
kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. 
Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh 
integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa 
ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap 
oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan 
birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut 
menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga 
merebaklah budaya korupsi itu. Banyak kejadian 
justru para pengawas tersebut terlibat dalam praktik 
korupsi, belum lagi berkaitan dengan pengawasan 
ekternal yang dilakukan masyarakat dan media juga 
lemah, dengan demikian menambah deretan citra 
buruk pengawasan yang sarat dengan korupsi.63
Di banyak negara berkembang muncul pandangan 
bahwa  korupsi merupakan akibat dari perilaku-
perilaku yang membudaya. Anggapan ini lama-
kelamaan akan berubah jika  uang pelicin yang 
diminta semakin besar, atau  konsumen  tahu  bahwa 
kelangkaan yang melandasi  uang  semir sengaja 
diciptakan atau justru prosedur  dan  proses yang 
lebih  baik  bisa diciptakan.64
63 Baswir Revrisond, Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-
Esai Terpilih,(Yogyakarta: BPFE, 1993), hlm. 29.
64 Baswir Revrisond, Ekonomi, Manusia…, hlm. 22.
Anton Widyanto - Maria Ulfah 5353
Dalam  perspektif teoretis Cultural determinisme 
sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari 
penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana ungkapan 
Fiona Robertson-Snape  bahwa penjelasan kultural 
praktik korupsi di Indonesia  dihubungkan  dengan 
bukti-bukti  kebiasaan-kebiasaan kuno orang jawa.65 
Padahal bila dirunut perilaku korup pada dasarnya 
merupakan sebuah fenomena sosiologis yang 
memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait 
dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara 
lain teori means-ends scheme yang diperkenalkan 
oleh Robert Merton. Dalam teori yang ditokohi oleh 
Robert Merton ini  sebagaimana dikutip Handoyo 
dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku 
manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, 
sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. 
Lebih jauh Handoyo mengelaborasi bahwa setiap 
sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha 
untuk mencapainya melalui cara-cara (means) yang 
telah disepakati. Mereka yang menggunakan cara-cara 
yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan 
bersama termasuk dalam golongan kompromis. 
Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya 
65 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan 
Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hlm. 45. 
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untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang 
juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan 
banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan 
di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-
pembatasan atau diskriminasai rasial, etnik, kapital, 
keterampilan dan sebagainya.66 Golongan marginal ini 
kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan 
pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang 
ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang 
dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan 
demi menyambung kehidupan mereka atau melawan 
ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton 
ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan 
terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi 
kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang 
akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. 
Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi 
adalah teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan 
oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini 
memandang bahwa watak manusia sebenarnya 
bersifat pasif dan dikendalikan  oleh  masyarakatnya. 
Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit 
yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa 
individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang 
66 Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi,  (Semarang: Widyakarya 
Press, 2009), hlm. 55. 
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menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol 
individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui 
pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia 
yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah 
yang mengendalikan mereka.67 Menurut pandangan 
teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang 
lebih besar dalam membentuk prilaku individu dari 
pada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu 
berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan 
lembaganya korup akan membentuk individu yang 
korup seberapa besarpun kesalehan individu.
Teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi 
dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory 
terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi 
Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), 
Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). 
Greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku 
korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan 
keadaan dirinya. Opportuniy, merupakan sistem yang 
memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang 
bisa diperluas keadaan organisasi atau masyarakat 
yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan 
bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, 
67 Nader Angha, Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan 
Spiritual (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 17.
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yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, 
selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah 
usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para 
pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku 
maupun orang lain.68
Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada 
dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. 
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang 
bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa 
dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga 
bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif 
bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan 
demikian secara garis besar penyebab korupsi  dapat 
dikelompokan menjadi dua yaitu: faktor internal  dan 
faktor eksternal.
Faktor internal, merupakan faktor pendorong  korupsi 
dari  dalam diri,  yang dapat dirinci  menjadi aspek 
perilaku individu dan aspek sosial:
a. Aspek Perilaku Individu
1. Sifat tamak/rakus manusia
Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka 
membutuhkan makan.  Korupsi adalah kejahatan 
68 Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti 
Korupsi …, hlm. 46-47.
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orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, 
tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk 
memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada 
pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, 
yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras 
tanpa kompromi, wajib hukumnya. 
2. Moral yang kurang kuat
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah 
tergoda untuk melakukan  korupsi. Godaan itu bisa 
berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, 
atau  pihak yang lain yang memberi kesempatan 
untuk itu.
3. Gaya hidup yang konsumtif
Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya 
hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila 
tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai 
akan membuka peluang seseorang untuk melakukan 
berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah 
satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan 
korupsi.
b. Aspek Sosial
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. 
Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan 
keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan 
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bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat 
baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. 
Lingkungan dalam hal ini malah memberikan 
dorongan dan bukan memberikan hukuman pada 
orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang 
disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.
a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi 
tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum 
dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran 
korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. 
Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi 
menyuburkan  tindak  korupsi terjadi karena: 
1. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk 
terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan 
oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat 
menghargai seseorang karena kekayaan yang 
dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat 
masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya 
dari mana kekayaan itu didapatkan.
2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban 
utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 
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Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa 
korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah 
negara. Padahal bila negara merugi, esensinya 
yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena 
proses anggaran pembangunan bisa berkurang 
sebagai akibat  dari perbuatan korupsi.
3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya 
terlibat korupsi. Setiap perbuatankorupsi pasti 
melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang 
disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali 
masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan 
korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka 
namun tidak disadari.
4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi 
akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat 
ikut aktif dalam agenda pencegahan dan 
pemberantasan. Pada umumnya masyarakat 
berpandangan bahwa masalah korupsi 
adalah tanggung jawab pemerintah semata. 
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi 
itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut 
melakukannya.
b. Aspek ekonomi
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam 
rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang 
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mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. 
Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang 
untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan 
melakukan korupsi.
c. Aspek Politis
Menurut Rahardjo bahwa kontrol sosial adalah suatu 
proses yang dilakukan  untuk mempengaruhi orang-
orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan 
masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan 
dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang 
melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai 
suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, 
melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.  Dengan 
demikian instabilitas politik, kepentingan politis, 
meraih dan mempertahankan  kekuasaan sangat 
potensi  menyebabkan perilaku korupsi.69  
d. Aspek Organisasi
1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal 
maupun informal mempunyai pengaruh penting 
bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi 
keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, 
69 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan 
Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia, (Bandung: 
Alumni, 1983), hlm. 35.
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misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar 
bawahnya akan mengambil kesempatan yang sama 
dengan atasannya.
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat 
terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi 
tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan 
berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan 
organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, 
seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
3. Kurang  memadainya sistem akuntabilitas
Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi 
belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang 
diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan 
sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu 
guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap 
instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah 
instansi tersebut berhasil mencapai sasaranya atau 
tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian 
pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. 
Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang 
kondusif untuk praktik korupsi.
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4. Kelemahan sistim pengendalian manajemen
Pengendalian manajemen merupakan salah satu 
syarat bagi tindak pelanggaran  korupsi dalam sebuah 
organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian 
manajemen  sebuah organisasi akan semakin terbuka 
perbuatan tindak korupsi anggota atau  pegawai di 
dalamnya.
5. Lemahnya pengawasan
Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, 
yaitu pengawasan internal  (pengawasan fungsional 
dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan 
pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari 
legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa 
efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya 
tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, 
kurangnya profesional pengawas serta kurangnya 
kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan 
oleh pengawas sendiri.
2. Dampak Korupsi
Berbagai studi komprehensif mengenai dampak 
korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya 
telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil 
studi tersebut jelas terlihat berbagai dampak 
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negatif akibat korupsi. Korupsi  memperlemah 
investasi dan pertumbuhan ekonomi.70 Selanjutnya 
dalam penelitian yang lebih elaboratif dilaporkan 
bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat 
produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai 
indikator fisik, seperti kualitas jalan raya.71 Korupsi 
tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan 
saja.  Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas 
terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya 
praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk 
kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang 
menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses 
rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi 
sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan 
lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang 
buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan 
sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis 
ekonomi yang berkepanjangan, dan negarapun 
menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.72
70 Mauro,  Paolo, Current Account Surpluses and the Interest Rate 
Island in Switzerland, IMF Working Paper, 1995, hlm. 8. 
71 Tanzi, Vito and Hamid Davoodi, Corruption, Public Investment and 
Growth 1, International Monetary Fund Working Paper, 1977, 
hlm. 12.
72 Lihat Morgan E. Mounts, “Economic Growth And The Asian 
Paradox: A Study on the differential Effect of Corruption in 
India”, Thesis (North Carolina: University of North Carolina 
Wilmington, 2010), hlm. 15-17. 
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Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia 
dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, 
berpenghasilan rendah (severely indebted low income 
country) dan termasuk dalam kategori negara-negara 
termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai 
dampak masif korupsi yang  merongrong berbagai 
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan 
diuraikan di bawah ini.
a. Dampak Ekonomi
Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang 
hebat (an enermous destruction effects)terhadap berbagai 
sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam 
sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan 
masyarakat.  Mauro menerangkan hubungan antara 
korupsi dan ekonomi. Menurutnya korupsi memiliki 
korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan 
ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk 
program sosial dan kesejahteraan.73 Hal ini merupakan 
bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa 
korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini 
mendorong pemerintah berupaya menanggulangi 
korupsi, baik  secara preventif, represif maupun kuratif. 
Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada 
meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian 
73 Mauro,  Paolo, Current Account Surpluses …., hlm. 13.
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bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan 
ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah 
mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun 
disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya 
memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi 
yang semakin tertata, namun justru memberikan 
negatif value added bagi perekonomian secara 
umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang 
sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru 
dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya 
terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.
Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan 
muncul secara alamiah apabila korupsi sudah 
merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak 
ekonomi yang akan terjadi, yaitu:
1. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya 
pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. 
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi 
dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang 
tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan 
ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, 
ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat 
korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena 
penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh 
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pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang 
semestinya bisa digunakan untuk pembangunan 
negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena 
permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum 
dalam melakukan investasi, selain  masalah stabilitas. 
Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and 
Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan 
menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, 
khususnya investasi asing karena iklim yang ada 
tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak 
korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan 
yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan 
ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing 
untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. 
Perlu disadari bahwa sebenarnya beberapa perusahaan 
multinasional sudah terikat pada kode etik internasional 
dari ICC (International Chamber of Commerce) yang 
bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi 
dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama 
dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and 
Development) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus 
korupsi yang terjadi untuk diadili di Negara perusahaan 
tersebut berasal. 
Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha 
multinasional meninggalkannya, karena investasi di 
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negara yang korup akan merugikan dirinya karena 
memiliki ‘biaya siluman’ yang tinggi.  Dalam studinya, 
Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada 
pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah 
bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung 
adalah penghambat pertumbuhan investasi74. 
Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing 
di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi 
di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi 
yang ditanam.
2. Penurunan Produktifitas
Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi 
dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, 
bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini 
terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri 
dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik 
atau melakukan pengembangan kapasitas. Program 
peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti 
pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru 
atau usaha untuk  memperbesar kapasitas produksi 
untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala 
dengan  tidak adanya investasi.
Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan 
permasalahan yang lain, seperti tingginya angka 
74 Mauro,  Paolo, Current Account Surpluses …., hlm. 15. 
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PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung 
dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan 
masyarakat.
3. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik
Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya 
kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung 
gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan 
masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan 
umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan 
serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan 
jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan 
berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan 
mengalihkan  investasi publik ke proyek-proyek lain yang 
mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat 
birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas 
proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai 
praktek korupsi yang terjadi. 
Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas 
barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi 
pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, 
syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat 
kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan 
lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan 
pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan 
tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
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4. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak
Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai 
sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk 
membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam 
menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh 
dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting 
bagi negara. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak 
seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 
Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah 
daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, 
dan lain-lain. Pada saat ini APBN  sekitar 70% dibiayai 
oleh pajak di mana Pajak  Penghasilan (PPh) dan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang 
paling banyak menyumbang.
Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga 
dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di 
sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi 
pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara 
selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, 
dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya 
akan menyejahterakan masyarakat. Pajak sangat 
penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan 
kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya.
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Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak 
diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali 
pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya 
diri sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini 
berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada 
percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat 
sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut. 
5. Meningkatnya Hutang Negara
Kondisi perekonomian dunia yang mengalami 
resesi dan hampir melanda semua negara termasuk 
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa 
negara-negara tersebut untuk melakukan hutang 
untuk mendorong perekonomiannya yang sedang 
melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran 
yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur 
penting. 
Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan 
hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang 
diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, 
Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total 
hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai 
US$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 
trilliun, sebuah angka yang fantastis. Hutang tersebut 
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terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar 
US$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US$68,97 
miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 
US$132,05 miliar. Berdasarkan jenis mata uang, 
utang sebesar US$201,1 miliar tersebut terbagi atas 
Rp956 triliun, US$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 
5,3 miliar Euro.
Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun 
ke tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan 
pemerintah sebesar US$169,22 miliar (Rp1.590,66 
triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik hingga 
mencapai US$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun).  Posisi 
utang pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 
2011 yang sebesar US$197,97 miliar. Jika menggunakan 
PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun, maka 
rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.
Sementara untuk utang swasta, data Bank Indonesia 
(BI) menunjukkan jumlah nilai utang pihak swasta 
naik pesat dari US$73,606 miliar pada 2009 ke posisi 
US$84,722 miliar pada kuartal I 2011 atau setara 
15,1%. Secara year on year (yoy) saja, pinjaman luar 
negeri swasta telah meningkat 12,6% atau naik dari 
US$75,207 pada kuartal I 2010.
Kalau dikalkulasikan setiap bayi yang lahir dan berke-
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warganegaraan Indonesia langsung menanggung 
hutang sebesar tujuh juta rupiah. Dari total utang 
pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar negeri 
swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-bank 
sebesar US$71,667 miliar dan pihak bank sebesar 
US$13,055 miliar.75 
Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah 
hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang 
produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang 
digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini 
akan semakin memperburuk keadaan.  Kita tidak bisa 
membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila 
hutang negara yang kian membengkak ini digunakan 
untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan 
dikorupsi secara besar-besaran.  
b. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan 
dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama 
lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh 
orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai 
pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, 
dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan 
vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, 
dampak tidak langsung terhadap orang miskin 
75 www.metronews.com /read/news/ 2011,14 Juni 2011. 
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yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk 
kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya 
diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan 
orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. 
Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada 
langgengnya kemiskinan.
1. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik
Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi 
biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku 
ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy. Dari 
istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi 
akan sangat besar terjadi di negara-negara yang 
menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam 
praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan 
monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap 
penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah 
perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan 
yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan 
yang bersifat pribadi.  
Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada 
mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena 
harga yang ditetapkan harus dapat menutupi 
kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang 
dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke 
tindak korupsi.
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2. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat
Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis 
kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 
30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang 
(0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin 
pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 
persen).  Selama periode Maret 2010-Maret 2011, 
penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 
sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada 
Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 
2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 
sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada 
Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 
2011) (BPS: 1 Juli 2011). 
Korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri 
yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit 
untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang 
disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan 
untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala 
oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.
3. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin
Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap 
aspek kehidupan mengakibatkan high-cost economy, 
di mana semua harga-harga melambung tinggi dan 
semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi 
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ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak 
bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam 
kehidupannya. Harga bahan pokok seperti beras, gula, 
minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. 
Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khusunya 
bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya 
kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat 
miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang 
dari sedikit pendapatan yang dimilikinya. 
Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan 
mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah 
layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin 
lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok 
untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini 
akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena 
mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, 
maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 
menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat 
miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam 
kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak 
disebut sebagai lingkaran setan.
4. Meningkatnya Angka Kriminalitas
Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat 
menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam 
masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat 
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kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa 
melanggar hukum, menyusupi berbagai oraganisasi 
negara dan mencapai kehormatan. Di India, para 
penyelundup yang popular, sukses menyusup ke 
dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting. 
Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup 
menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi 
kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin 
tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan. 
Menurut Transparency International, terdapat 
pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta 
kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika  korupsi 
meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga 
meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil 
dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap 
penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. 
Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga 
(secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain 
dalam masyarakat.
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan 
hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum 
itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan 
prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum 
masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan 
akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat 
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(marginal detterence). Kondisi ini hanya terwujud 
jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan 
masyarakat sudah memadai. 
5. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi
Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat 
masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan 
yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-
hari.  Kepastian masa depan yang tidak jelas serta 
himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat 
kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini 
dilakukan hanya menjadi retorika saja. Masyarakat 
semakin lama menjadi semakin individualis yang 
hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya 
saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat 
dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi 
kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum 
bahkan antar masyarakat sendiri. Orang semakin 
segan membantu sesamanya yang terkena musibah 
atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang 
diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan 
dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena 
musibah akan semakin menderita. 
Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba 
mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya 
adalah sekedar mencari dukungan suara dari 
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masyarakat yang terkena musibah atau bencana, 
bukan secara tulus meringankan penderitaan 
dan membantu agar lebih baik. Solidaritas yang 
ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak 
ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas 
yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan 
demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak 
khususnya bagi generasi muda yang terus menerus 
terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para 
elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis 
dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbaga 
macam media.
b. Runtuhnya Otoritas Pemerintah 
1. Matinya Etika Sosial Politik
Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa 
karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang 
paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. 
Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang 
paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan 
kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan 
politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan 
oleh masyarakat sendiri.
Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik 
adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru 
bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat 
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ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu 
kelompok politik akan rela melindungi anggotanya 
dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut 
jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini 
sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka 
adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi 
kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor 
dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi 
besar runtuhnya etika sosial dan politik. Gejala ini 
semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan 
jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media 
masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun 
semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat 
licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan 
negara atau keselamatan petinggi negara.  
Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, 
maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas 
kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara 
umum. Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau 
petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi 
namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu 
ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-
olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan 
atau tersenyum lebar seolah-olah tidak bersalah. Hal 
ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas 
dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan 
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memberikan upeti kepada penegak hukum yang 
mengadilinya. 
2. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-
undangan
Secara umum peraturan dan perundang-undangan 
berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial 
dan merupakan instrumen kebijakan (beleids 
instrument) yang berguna untuk memecahkan suatu 
masalah yang ada di dalam masyarakat.  Dengan 
adanya peraturan dan perundang-undangan 
diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di 
masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan 
berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan 
semua pihak. Di lain sisi dalam masyarakat muncul 
berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam 
suatu permasalahan. Secara alamiah seseorang 
selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau 
masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh 
sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang 
dalam memenangkan perkara dan masalahnya 
di depan hukum, dari upaya yang positif dengan 
mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang 
menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif 
dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, 
memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai 
kepada ancaman nyawa.
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Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya 
menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya 
unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan 
integritasnya dengan menerima suap, iming-
iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan 
kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata 
melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, 
sehingga memunculkan anekdot di masyarakat 
bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang 
untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin 
keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul 
karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan 
korupsi.
3. Birokrasi Tidak Efisien
Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC 
menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, 
dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi 
yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan 
Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai 
buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak 
hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, 
tetapi juga asing.  Tidak efisiennya birokrasi ini 
dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi 
investasi asing masuk ke negara tersebut. 
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Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati 
posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. 
Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, 
India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia 
(8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina 
(7,93).  Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan 
skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), 
Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura 
menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang 
paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong 
Kong dengan 3,49.76 
Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan 
tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk 
memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks 
ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting 
dalam menentukan keberhasilan pemerintahan 
dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk 
dirasakan publik. Pemerintahan dalam konteks 
birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi 
yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, 
ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan 
friksi dan biaya material maupun personal dalam titik 
optimal. 
Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini 
76 Republika, 3 Juni 2010.
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adalah ketidak efisienan.  Banyak investor yang 
tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, 
namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan 
investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan 
berbelit. Ada 1012 prosedur (meja) yang harus dilewati 
dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan 
menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. 
Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh 
untuk itu. Birokrasi seharusnya berorientasi kepada 
rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. 
Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan 
sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada 
jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.
c. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi
1. Munculnya Kepemimpinan Korup
Kondisi politik yang carut marut dan cenderung 
sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak 
demokratis.  Perilaku koruptif dan tindak korupsi 
dilakukan dari tingkat yang paling bawah.  Konstituen 
didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang 
diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan 
karena simpati atau percaya terhadap kemampuan 
dan kepemimpinannya. 
Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu 
yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin 
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yang korup juga karena proses yang dilakukan juga 
transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring 
untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan 
mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang 
menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap 
dari calon pemimpin tersebut. 
2. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang 
menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal 
ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-
besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, 
legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini 
mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya 
kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang 
sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis 
dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh 
pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan 
memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang 
akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-
benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, 
jujur, bersih dan adil. 
Dari apa yang diuraikan di atas, pada akhirnya kondisi 
ini akan berpulang lagi kepada kepemimpinan. 
Pemimpin yang tidak mampu melawan korupsi 
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akan mengakibatkan masyarakat tidak mempercayai 
pemerintah yang pada akhirnya mengakibatkan 
hilangnya kepercayaan  masyarakat terhadap 
demokrasi. Walaupun kelihatannya stabil namun 
menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarnya 
kekuasaan di tangan banyak orang ternyata telah 
dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. 
Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang 
kuat  justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus 
ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya 
melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia. 
3. Menguatnya Plutokrasi
Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan 
pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi 
menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai 
oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang 
atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan 
pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah 
yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri 
ini. Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada 
hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah 
perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha 
besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung 
antara kepentingan partai dengan kepentingan 
perusahaan menjadi sangat ambigu.
PERGURUAN TINGGI ANTI KORUPSI86
Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai 
hajat hidup orang banyak, seperti: bahan bakar dan 
energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, 
perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media 
masa dimana pada saat ini setiap stasiun televise 
dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat 
informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai 
tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah 
rakyat karena begitu biasnya informasi.
4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat
Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, 
kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok 
tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan 
besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik 
digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila 
dilihat dari sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di 
tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah 
kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan 
bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai 
adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak 
orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu 
yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).
Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik 
untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah 
yang akan menguasai semuanya. 
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d. Dampak Terhadap Penegakan Hukum
1. Fungsi Pemerintahan Mandul
Korupsi telah mengikis banyak kemampuan 
pemerintah untuk melakukan fungsi yang  seharusnya. 
Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang 
lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan 
begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar 
dengan hubungan partai politik dengan voter-nya, 
menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap 
terjadinya praktek korupsi.
Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak 
negatif terhadap kinerja suatu system politik atau 
pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering 
bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya 
yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat 
personal, melainkan juga dapat mencoreng 
kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. 
Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. 
Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat samar, 
dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap 
organisasi yang lebih nyata. Selanjutnya masyarakat 
cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu 
lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. 
Di sisi lain lembaga politik sering diperalat untuk 
menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan 
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kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga 
politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit 
(vested interest). Dampak korupsi yang menghambat 
berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu 
kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Korupsi menghambat peran negara dalam pen-
gaturan alokasi
b. Korupsi menghambat negara melakukan pem-
erataan akses dan asset
c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah 
dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi 
akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. 
Pemimpin/pejabat yang korup sering mengabaikan 
kewajibannya oleh karena perhatiannya tergerus untuk 
kegiatan korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik 
yang membuat orang tersebut kehilangan sensitifitasnya 
dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat.
2. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara 
seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberi-
takan di berbagai media massa mengakibatkan ke-
percayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut 
hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup 
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menurut  Barometer Korupsi Global (BKG) pada ta-
hun 2009:
a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. Partai Politik
c. Kepolisian RI
d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Ke-
jaksaan Agung)
Seharusnya suatu sistem hukum diciptakan oleh 
otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat, 
dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah 
(government sovereignty), hak-hak mereka dapat 
dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan 
keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. 
Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut 
untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya. 
e. Dampak Kerusakan Lingkungan
1. Menurunnya Kualitas Lingkungan
Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest 
dan FAO Indonesia sebagai negara ke lima terbesar 
yang mempunyai hutan alam, menempati urutan 
ke dua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi.77 
Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai 
77 http://www.berfingultom.com/worldpress/category/serbaserbi, 
diakses tanggal 26 Mei 2011.
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sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil 
hutan yang ada di eksplotasi besar-besaran untuk 
mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap 
paling mudah dan murah untuk mendapatkan 
keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang 
dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman 
kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga 
hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan 
yang parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga 
diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. 
Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang 
terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau 
aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir 
melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan 
pengusaha besar nasional. Pembalakan-pembalakan 
liar (illegal loging) disinyalir adalah  faktor utama 
kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan 
lingkungan yang parah tidak  pernah terungkap 
kasusnya secara tuntas. Semua berjalan seperti tidak 
ada hukum yang berlaku. Akibat yang dihasilkan oleh 
perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi 
kualitas lingkungan itu sendiri.  Efek Rumah Kaca 
(green house effect) misalnya.
Hutan merupakan paru-paru bumi yang mempunyai 
fungsi menyerap gas Co2. Berkurangnya hutan dan 
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meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara 
dll) menyebabkan kenaikan gas Co2 di atmosfer yang 
menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya 
membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti 
kaca yang mampu meneruskan pancaran sinar matahari 
yang berupa energi cahaya ke permukaan bumi, namun 
tidak berlaku sebaliknya, sinar yang memantul dari 
bumi tidak dapat diteruskan dan berbalik lagi ke bumi. 
Akibatnya energi panas akan dipantulkan akan membuat 
pemanasan di permukaan bumi. Inilah yang disebut 
efek rumah kaca. Keadaan ini menimbulkan kenaikan 
suhu atau perubahan iklim bumi pada umumnya (global 
warming). Apabila kondisi ini berlangsung terus maka 
suhu bumi akan semakin meningkat, sehingga es di 
kutub utara dan selatan akan mencair yang berakibat 
naiknya permukaan air laut, sehingga mengakibatkan 
wilayah di pinggir pantai akan terbenam air, sementara 
di lain sisi daerah yang kering karena kenaikan suhu 
akan menjadi semakin kering.
Di sisi lain kerusakan lingkungan ini akan menciptakan 
bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti 
banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, 
kelangkaan air dan menurunnya kualitas air, tingginya 
pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga 
sangat beracun, dan sebagainya. Sudah pasti kondisi 
ini akan merugikan keuangan negara. Dari kasus illegal 
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loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi 
sampai 30-42 triliun rupiah per tahun seperti yang 
disampaikan oleh Dian Y. Raharjo, Direktur Program 
Multistakeholder Forestry Program (MFP).78 Belum lagi 
kerugian akibat kebakaran hutan, kerusakan sungai, 
danau dan laut, kerusakan tanah dan sebagainya. 
Dalam hal ini mentalitas bangsa Indonesia ini juga 
dipertanyakan. Mentalitas yang korup ini ternyata 
berdampak sangat merusak lingkungan hidup yang 
pada akhirnya nanti juga akan merusak semua yang 
ada di negara ini. Mentalitas korup ini harus segera 
diakhiri dan diubah menjadi mentalitas yang lebih 
baik, lebih peduli dan lebih produktif.
2. Menurunnya Kualitas Hidup
Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan 
saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu 
sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap 
menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di 
dalamnya, serta kualitas hidup global. 
Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan 
mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk 
wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi 
secara keseluruhan.  Artinya dengan kerusakan 
hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas 
78 http://www.greenradiofmnews/news/lates/6578, diakses tang-
gal 11/8/2011. 
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udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara 
itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan 
industri terus diperoduksi dalam jumlah masal, 
dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak 
cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. 
Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan 
berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan 
manusia yang menghirupnya. Belum lagi masalah 
bencana yang dihasilka oleh kerusakan hutan, seperti 
banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan. 
Di sisi lain, kerusakan hutan akan mengurangi 
kuantitas dan kualitas air tanah dan sungai yang 
bias digunakan untuk memenuhi kebutuhan air 
minum. Air minum ini sangat vital bagi kehidupan 
manusia, dengan semakin menurunnya kualitas 
air minum maka semakin menurun juga kualitas 
kehidupannya. Akibat negatif untuk masyarakat 
adalah mengeluarkan uang ekstra besar untuk 
mendapatkan air layak minum, yang seharusnya bisa 
dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Sekali lagi 
kualitas hidup dipertaruhkan. Kerusakan yang terjadi 
di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga 
mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia. 
Seperti yang terjadi di Teluk Jakarta. Setiap hari tidak 
kurang dari 14.000 kubik sampah, limbah  pabrik dan 
rumah tangga masuk ke Teluk Jakarta dari 13 anak 
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sungai yang bermuara di teluk tersebut. Kondisi ini 
mengakibatkan teluk Jakarta menjadi sangat tercemar 
dan beracun, tak urung budi daya laut merosot tajam 
hingga tinggal 38%.79 
Tragedi Minamata bukan tidak mungkin, bisa terjadi di 
Teluk Jakarta karena ikan dan hasil laut yang didapatkan 
oleh nelayan mengandung racun mercuri dalam jumlah 
tinggi, yang apabila dikonsumsi oleh manusia akan 
mengakibatkan berbagai penyakit dan cacat janin. 
Belum lagi kerusakan tanah yang mengakibatkan 
kesuburan tanah berkurang bahkan tidak bisa 
ditanami lagi karena sudah menjadi gurun pasir. Hal 
ini mengakibatkan merosotnya hasil pertanian yang 
berimbas kepada menyusutnya bahan makanan yang 
tersedia yang memicu tingginya harga bahan pangan. 
Hal ini tentunya akan berakibat yang sangat signifikan 
bagi kesehatan manusia khususnya bayi dan balita yang 
akhirnya  tidak mendapatkan kecukupan pangan dan 
gizi. Kondisi ini akan berdampak negatif di kemudian 
hari, seperti kemerosotan daya pikir, lemahnya fisik, 
rentan terhadap penyakit dan sebagainya yang juga 
berarti kemunduran sebuah generasi. Luar biasa sekali 
akibat yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan, dan 
sebagian besar lingkungan hidup kita rusak diakibatkan 
79 http://www.vivanews.com/http://ikanlautindonesia.blogspot.
com/..., diakses tanggal 11/8/2011. 
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oleh tindakan korupsi. Sungguh suatu tindakan yang 
sangat biadab, karena korupsi yang dilakukan benar-
benar menghancurkan kehidupan.
3. Pengertian Anti Korupsi
Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat bahwa 
korupsi merupakan hal yang sangat destruktif dan 
berpotensi merusak serta membawa kerugian besar 
bagi sebuah bangsa. Oleh sebab itu, maka sikap anti 
korupsi adalah hal yang mutlak harus dilakukan 
khususnya dalam konteks mencegah terjadinya 
kasus-kasus korupsi. 
Pada dasarnya anti korupsi merupakan sikap tidak 
setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap 
tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang 
dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi 
berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud 
adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk 
tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya 
menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan 
anti korupsi, dengan demikian, merupakan usaha 
sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan 
terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui 
pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal 
pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal 
di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak 
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berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi 
saja, akan tetapi, berlannjut pada pemahaman nilai, 
penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi 
menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan 
sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan 
untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai- nilai baru 
kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi 
harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain 
pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), 
dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi 
pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa 
menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus.
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary 
crime) dikarenakan efeknya yang begitu merusak 
tentu harus dilawan dan juga dicegah. Untuk melawan 
korupsi memang bukan hal yang mudah dikarenakan 
semakin canggihnya modus-modus korupsi yang 
berkembang dewasa ini. Adapun terkait dengan upaya 
untuk mencegahnya, maka di sinilah letak pendidikan 
anti korupsi itu sangat diperlukan.
Pendidikan anti korupsi yang diajarkan pada lembaga 
pendidikan formal, pada dasarnya ditujukan untuk 
membentuk budaya anti korupsi di kalangan generasi 
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penerus pembangunan bangsa. Hal ini tentu saja penting 
sebab jika pemberantasan korupsi hanya difokuskan pada 
penindakan, maka peluang-peluang terjadinya kasus-
kasus korupsi dengan segala modusnya, akan senantiasa 
terbuka dan akan semakin sulit untuk diberantas.  
C. Strategi Penerapan Pendidikan Anti Korupsi 
di Lembaga Pendidikan Formal
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No. 32 Tahun 2013 Pasal 1 ayat sebagai Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan, pendidikan formal 
didefinisikan sebagai “jalur pendidikan yang terstruktur 
dan berjenjang yangb terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Hal yang harus dihindari pada pembelajaran antikorupsi 
adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan 
pada aspek hafalan semata-mata. Pendidikan anti korupsi 
harus memberikan experiential learning, yang  tidak semata 
mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun 
harus memberi kesempatan untuk membuat keputusan 
dan pilihan untuk dirinya sendiri.
Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi 
dipengaruhi cara penyampaian  dan  pendekatan 
pembelajaran  yang  dipergunakan.  Untuk tidak 
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menambah beban siswa yang sudah cukup berat, 
perlu dipikirkan secara matang bagaimana model 
dan pendekatan yang akan dipilih. Terdapat beberapa 
penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan 
nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan melalui 
lembaga pendidikan formal, yaitu:
1.  Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran
Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti 
korupsi juga dapat disampaikan  secara  terintegrasi 
dalam  semua  mata  pelajaran.  Guru dapat memilih 
nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi 
bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi 
dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub 
pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai- nilai 
hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah 
pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.
Keunggulan model ini adalah semua guru ikut 
bertanggungjawab akan penanaman nilai-nilai 
anti korupsi kepada siswa. Pemahaman nilai hidup 
anti korupsi dalam diri siswa tidak melulu bersifat 
informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada 
tiap mata pelajaran.Kelemahan  dari  model ini adalah 
pemahaman  dan  persepsi  tentang nilai-nilai anti 
korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama 
bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi 
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dan pemahaman tentang   nilai   karena   bila   hal   ini 
terjadi   maka   justru   akan membingungkan siswa.
2. Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan 
Ekstra Kurikuler
Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan 
melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran 
misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan 
insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih 
mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai 
melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-
nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru 
sekolah/madrasah yang bersangkutan yang mendapat 
tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar 
sekolah/madrasah untuk melaksanakannya, misalnya 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh 
mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman 
konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika 
dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi 
yang monolog. Siswa-siswa lebih terlibat dalam 
menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran  lebih 
menggembirakan.  Kelemahan  metode  ini  adalah 
tidak ada struktur yang tetap dalam kerangkan 
pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah, 
membutuhkan waktu lebih banyak.
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Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman 
akan kebutuhan siswa secara mendalam, tidak hanya 
sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping 
yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. 
Kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun 
sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.
3. Model  pembudayaan,  pembiasaan  nilai  dalam 
seluruh  aktivitas  dan suasana madrasah.
Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan 
melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana 
sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan 
suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti 
korupsi sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu 
budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah 
alat pendidikan.
Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat 
penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya 
suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian 
hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok 
manusia yang berkepribadian yang baik pula. 
Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk 
sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.
Berdasarkan pembiasaan itulah siswa terbiasa menurut 
dan taat kepada peraturan-peraturan yang beralaku 
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di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan 
pendidikan pembiasaan yang baik di madrasah 
pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-
hari di rumah dan sampai dewasa nanti. 
Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak 
mudah dan kadang- kadang membutuhkan waktu 
yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi 
melalui pembiasaan pada siswa-siswa Tetapi sesuatu 
yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk 
mengubahnya. Karena itu adalah penting, pada awal 
kehidupan siswa, menanamkan nilai-nilai anti korupsi 
melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan 
seklai-kali mendidik siswa berdusta, tidak disiplin, 
menyontek dalam ulangan dan sebagainya.
Untuk mendukung praktek anti korupsi tersebut 
penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga  ditanamkan 
melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana 
sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan 
suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti 
korupsi sekolah/madrasah perlu ditanamkan suatu 
kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Bagi siswa yang 
masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan 
pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi 
milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan 
membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik 
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pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk 
sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.
Dalam konteks perguruan tinggi, maka strategi 
pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada dasarnya 
secara substantif tidak jauh berbeda dengan strategi 
pelaksanaan pendidikan antikorupsi di madrasah/
sekolah sebagaimana diuraikan di atas. Hanya saja 
karena perguruan tinggi memiliki hak otonom dalam 
merancang dan mengembangkan kurikulum, maka 
pendidikan antikorupsi bisa saja diimplementasikan 
sebagai mata kuliah tersendiri, atau bisa juga 
diintegrasikan pada mata kuliah-mata kuliah yang lain.
Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, maka 
pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi 
harus didesain sedemikian rupa agar tidak hanya 
menekankan pada aspek kognitif, akan tetapi juga 
aspek afektif dan psikomotoriknya. Jadi mahasiswa 
tidak hanya diberikan pengetahuan mengenai 
definisi korupsi, faktor penyebab korupsi, bahaya 
korupsi dan lain sebagainya, akan tetapi juga perlu 
diajarkan pengalaman kritis tentang kondisi sosial-
kemasyarakatan terkait ekses korupsi. Hal ini bisa 
ditempuh melalui kegiatan penelitian lapangan.
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
BAB III
Konseptualisasi Strategi 
Implementasi Pendidikan Anti 
Korupsi di Uin Ar-Raniry 
Banda Aceh
A. Sejarah Perkembangan UIN Ar-Raniry
Sebelum menguraikan secara spesifik sejarah dan 
perkembangan UIN Ar-Raniry, sudah selayaknya 
penulis menguraikan terlebih dahulu berdirinya IAIN 
di pentas nasional. Hal ini dirasa sangat perlu, agar 
pembahasan tulisan ini bersifat runtut dan kronologik, 
mengingat eksistensi UIN Ar-Raniry tentu tidak bisa 
dilepaskan dari tumbuh dan berkembangnya IAIN di 
Nusantara.
A. Qadri Azizy berpendapat bahwa ditilik dari catatan 
sejarah asal mula berdirinya, maka kelahiran Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) lebih ditentukan oleh 
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pertimbangan politis. Bila Universitas Gajah Mada 
merupakan hadiah kepada para nasionalis, maka IAIN 
Yogyakarta merupakan hadiah kepada kelompok 
Islam “politik” atau santri.80
Dari sudut pandang politik, apa yang dipaparkan 
oleh Qodri di atas mungkin dapat diterima. Meski 
demikian bila ditinjau dari aspek sosio-historis yang 
lebih komprehensif, maka pada hakikatnya lahirnya 
IAIN lebih bersifat ideologis. Sejarah mencatat bahwa 
umat Islam Indonesia telah lama berkeinginan untuk 
memiliki perguruan tinggi Islam sebagai kelanjutan 
dari pesantren81 dan madrasah82 yang telah 
berkembang jauh sebelumnya di Nusantara.83 Dalam 
80 A. Qodri Azizy, “Pengembangan Struktur Kefakultasan IAIN”, 
dalam www.ditpertais.net diakses pada tanggal 18/9/2004.  
81 Dalam bingkai sejarah Indonesia, pondok pesantren memainkan 
peranan penting dalam pendidikan di Indonesia. Abdul Hafizh 
Dasuni, The Pondok Pesantren: An Account of Its Development In 
Independent Indonesia (1965-1973) (Montreal: Mc Gill University, 
1974), hlm. 25. Lihat juga Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 
Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 
17; Abdul Mukti (ed.), Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat 
Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 171. 
82 Uraian mengenai sejarah madrasah di Indonesia dapat dilihat 
dalam Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 81-113. 
83 Azyumardi Azra, “Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi 
Agama Islam Negeri”, dalam  Mursyid (ed), Studi Agama-Agama 
di Perguruan Tinggi: Bingkai Sosio-Kultural (Jakarta: Depag R.I., 
1998/1999),  hlm. 46. Lihat juga Hasbullah, Kapita Selekta 
Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103. 
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konteks inilah IAIN merupakan realisasi dari aspirasi 
umat Islam tersebut.
Berbicara lebih lanjut mengenai sejarah berdirinya 
IAIN, maka jejak kelahiran lembaga pendidikan tinggi 
Islam ini juga bisa dirunut dari usaha-usaha yang telah 
muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Dr. Satiman 
Wirdjosandjojo mendirikan Yayasan Pesantren Luhur 
sebagai pusat pendidikan tinggi Islam di Jakarta.84 
Berikutnya, pada tanggal 9 Desember 1940, di 
Sumatera Barat didirikan Perguruan Tinggi Islam. 
Lembaga ini memiliki dua fakultas yaitu Fakultas 
Syari’at/Agama dan Fakultas Pendidikan dan 
Bahasa Arab. Tujuannya adalah untuk mendidik dan 
mencetak ulama-ulama yang handal dan berwawasan 
luas. Penulisngnya sekolah ini hanya bisa bertahan 
selama dua tahun  dan terpaksa ditutup ketika  Jepang 
memasuki Indonesia  di tahun 1942. Selanjutnya  pada 
tanggal  8  Juli  1945,  beberapa tokoh terkemuka 
84 Fuad Jabali dan Jamhari (ed), IAIN Modernisasi Islam di Indonesia 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 3. 
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antara lain  Muhammad Hatta85, Muhammad Natsir86, 
85 Mohammad Hatta  dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di 
Bukittinggi, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Mohammad 
‘Athar. ‘Athar dalam bahasa Arab bermakna “harum”. Namun 
Hatta dipanggil dengan “Atta”, yang pada akhirnya berubah 
menjadi Hatta Ayahnya bernama Haji Mohammad Jamil dan 
ibunya bernama Siti Saleha. Haji Mohamamad Jamil adalah 
anak seorang ulama yang bernama Syekh Arsyad dari daerah 
Batuhampar, sedangkan Siti Saleha adalah anak dari Ilyas Bagindo 
Merah yang berprofesi sebagai pedagang. Pendidikannya tidak 
hanya dienyam di daerah kelahirannya, akan tetapi juga di luar 
daerah kelahirannya bahkan di luar negeri yaitu Belanda. Lihat 
Mohammad Hatta, Memoir, Jakarta: Tintamas, 1982, hlm. 8; 
Amrin Imran,  Mohammad Hatta Pejuang Proklamator dan Pemimpin 
Manusia Biasa (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1989), hlm. 1-2. 
86 Mohammad Natsir (1908-1993) adalah salah satu founding 
father Republik Indonesia yang hingga kini dinilai belum 
mendapatkan penghargaan yang layak dari bangsanya sendiri. 
Dalam sejarah nasional posisinya pun masih “kabur”. Keadaan itu 
telah berlangsung sejak era Orde Baru dan berlanjut hingga era 
reformasi ini. Padahal jasa-jasa mantan Perdana Menteri RI setelah 
kembali ke negara kesatuan (1950-1951) itu sangat besar kepada 
bangsa dan negara. Berdasarkan beberapa literatur sejarah, sulit 
dipungkiri bahwa sosok Mohammad Natsir yang lahir di Alahan 
Panjang, Sumatera Barat, 17 Juli 1908 dan wafat di Jakarta, 16 
Februari 1993 nampak ibarat sebuah prisma. Banyak segi dan 
banyak pula sinarnya. Dalam pelbagai bidang yang digelutinya, 
dia selalu tampil di garda depan. Ia adalah profil seorang politisi, 
ulama dan intelektual sekaligus. Lihat Israr, “Prisma Natsir dan 
Ketidakadilan Sejarah (Mengenang 95 Tahun M. Natsir)”, www.
swaramuslim.net diakses pada tanggal 18/9/2004.. Bandingkan 
dengan, Hendra Gunawan, M.Natsir: Darul Islam (Studi Kasus Aceh 
dan Sulsel 1953-1958) (Jakarta: Media Dakwah, 2000).
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K. H. A. Wahid Hasyim87 dan KH. Mas Mansyur88 
mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta 
di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkir. Sekolah 
inipun sempat mengalami goncangan saat revolusi 
kemerdekaan sehingga terpaksa ditutup. Akan tetapi 
pada tanggal 6 April 1946 akhirnya dibuka kembali.89 
87 K.H. A. Wahid Hasyim yang dilahirkan di Tebuireng, Jombang, 
Jawa Timur pada tahun 1914.  merupakan salah seorang tokoh 
pembaharuan dalam sistem pendidikan pondok pesantren. Pada 
zaman Jepang, Wahid Hasyim berjuang dalam MIAI dan pernah 
menjadi anggota Chuo Sangi In di Jakarta. Bulan Nopember 1945 dia 
mendirikan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) bersama 
Mr. Moh. Roem dan Dr. Soekiman Wirdjosandjojo, K.H. Masjkur dll. 
Beberapa jabatan menteri yang pernah disandang antara lain adalah: 
Menteri Negara (1945); Menteri Agama dalam Kabinet RIS (Republik 
Indonesia Serikat) tahun 1949-1950; Menteri Agama dalam Kabinet 
Natsir (1950-1951); dan Menteri Agama dalam Kabinet Soekiman 
(1951-1952). Wahid Hasyim meninggal pada tanggal 19 April 1953 
di Cimahi dan dimakamkan di Tebuireng. Dia diangkat sebagai 
Pahlawan Kemerdekaan R.I. berdasarkan SK. Presiden No. 206 
Tanggal 24 Agustus 1964. Ajip Rosyidi et.al., Ensiklopedi Indonesia, 
jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), hlm. 1266.
88 K.H. Mas Mansyur dilahirkan di Surabaya pada tanggal 25 Juni 
1896 dan meninggal di kota yang sama pada tanggal 25 April 
1946. Pada tahun 1926, ia menghadiri acara al-Mu’tamar al-Islami 
di Mekkah bersama H.O.S. Cokroaminoto. K.H. Mas Mansyur 
juga dikenal aktif dalam pergerakan politik Indonesia. Pada tahun 
1938 ia mendirikan Partai Islam Indonesia (PII); pernah menjabat 
sebagai Pimpinan Pusat  Muhammadiyah (1936-1942) dan  menjadi 
anggota empat serangkai bersama Ir. Soekarno, Moh. Hatta dan Ki 
Hadjar Dewantara. Ajip Rosyidi et.al., Ensiklopedi…, hlm. 2137.
89 Fuad Jabali dan Jamhari (ed), IAIN Modernisasi… hlm. 3. Yang 
menarik untuk dicatat, ide-ide yang mendasari Sekolah Tinggi 
Islam (STI) di atas antara lain adalah: pertama, adanya kesadaran 
(consciousness) terhadap tertinggalnya masyarakat Islam Indonesia 
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Pada tanggal 22 Maret 1948, STI yang berada di 
Yogyakarta tersebut diubah namanya menjadi 
Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki 
Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi 
dan Fakultas Pendidikan. Berikutnya pada tanggal 
22 Januari 1950 sejumlah pimpinan Islam dan para 
ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di 
kota Solo. Pada tahun ini juga fakultas yang berada 
di bawah naungan UII diserahkan kepada Pemerintah 
melalui Kementerian Agama. Selanjutnya melalui 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 fakultas 
tersebut dibentuk menjadi Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri (PTAIN), sementara Universitas Islam 
Solo dengan UII Yogyakarta disatukan pada tanggal 
20 Februari 1950.90
dalam pendidikan, sehingga menyebabkan teralineasinya 
mereka dalam mencapai agenda nasional. Kedua, STI ditujukan 
sebagai motor penggerak perubahan masyarakat Indonesia lewat 
pembaharuan cara pandang dan pemahaman keagamaan. Ketiga, 
melalui STI pemahaman umat Islam lebih diarahkan kepada 
pemahaman yang lebih progresif, inklusif, empiris, sosiologis dan 
historis. Dengan demikian Islam akan senantiasa dapat dijadikan 
acuan dalam menghadapi setiap perubahan zaman. Ibid, hlm. 10. 
Secara garis besar di antara beberapa peran penting IAIN adalah: 
memperkuat dan memperluas kajian ilmu Islam serta membangun 
Islam yang dapat mengikuti dan menjawab perubahan sosial. Lihat, 
Fuad Jabali, “The Future of Islamic Studies in Indonesia”, dalam 
Studia Islamica, Vol. 8/No. 2/2001, hlm. 187-188.
90 Abudin Nata, “Strategi Pembinaan dan Pengembangan 
Kurikulum IAIN”, dalam Didaktika Islamika, Vol. 1, No. 1, April 
1999, hlm.7. 
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Seiring dengan berkembangnya beberapa perguruan 
tinggi tersebut, di Jakarta didirikan pula Akademi 
Dinas Ilmu Agama (ADIA) sebagai sebuah Lembaga 
Pendidikan Tinggi Agama. Pada perkembangan 
berikutnya terjadi unifikasi antara PTAIN yang berada 
di Yogyakarta dengan ADIA yang berada di Jakarta 
menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan 
pembagian dua fakultas berada di Yogyakarta91 dan 
dua fakultas berada di Jakarta. Di kedua tempat 
ini, IAIN berkembang menjadi sebuah institut 
yang memiliki empat buah fakultas yaitu Fakultas 
Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah 
serta Fakultas Adab dan Ilmu Kemanusiaan.92 Pada 
etape berikutnya, keberadaan IAIN terus mengalami 
perkembangan di berbagai macam wilayah Indonesia. 
Hingga saat ini tercatat ada empat belas IAIN di 
Nusantara.
IAIN yang berjumlah 14 ini pada awal mulanya 
memiliki cabang dan kelas-kelas jauh yang didirikan 
di kota-kota kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 
IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan 
tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat Muslim 
91 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 26 tahun 1965, 
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1965 IAIN “Al-Jamiah” di 
Yogyakarta diberi nama  Sunan Kalijaga, nama salah seorang 
tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. 
92 Berdasarkan Keputusan Menteri..., hlm. 8. 
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yang jauh dari kota propinsi di mana umumnya IAIN 
tersebut didirikan. Di satu sisi munculnya sejumlah 
IAIN cabang ini memang dapat menampung lebih 
banyak mahasiswa dari daerah, tetapi di sisi lain 
menimbulkan kendala, terutama yang berkaitan 
dengan aspek-aspek manajerial pada tingkat IAIN 
induk. 
Menyadari hal ini maka muncullah wacana untuk 
melakukan rasionalisasi organisasi. Puncak dari 
kegiatan rasionalisasi organisasi ini, ialah dilepasnya 
sekitar 40 fakultas cabang IAIN menjadi 36 Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri 
sendiri pada 1997, di luar 14 IAIN yang ada, 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 
1997.93 
Bagaimanapun juga, kehadiran belasan IAIN 
ditambah dengan puluhan STAIN yang secara 
kuantias tergolong banyak bila dibandingkan dengan 
universitas negeri ini, pada hakikatnya menunjukkan 
betapa Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan 
kompleksitas permasalahan masyarakat Islam. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong proses 
percepatan transformasi peradaban ummat Islam 
Indonesia agar memiliki kesiapan berbudaya dalam 
93 www.ditpertais.net diakses pada tanggal 18 September 2004. 
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persaingan di era globalisasi.
Bila kemunculan IAIN di luar Aceh –khususnya 
Jakarta dan Yogyakarta seperti yang dikemukakan 
di atas- dilatarbelakangi oleh faktor ideologis, maka 
IAIN Ar-Raniry pada hakikatnya juga berdiri karena 
faktor ini. Sebagaimana dipahami dari alur sejarah 
Aceh secara global, maka kehidupan masyarakat 
Aceh sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari norma 
Islam. Karena itu wajar bila mereka sangat berhasrat 
untuk memiliki sebuah perguruan tinggi Islam yang 
mampu menawarkan perbuatan nyata bagi upaya 
pengkonstruksian dan pengimplementasian misi 
keislaman, keilmuan dan kemasyarakatan.94
IAIN Ar-Raniry resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober 
1963. Sebelum dibuka secara resmi ini, pada tahun 
1960 Fakultas Syariah sudah berdiri dan pada tahun 
1962 dilanjutkan dengan Fakultas Tarbiyah yang 
berafiliasi ke Yogyakarta. Sementara itu pada tahun 
1963, Fakultas Ushuluddin didirikan sebagai fakultas 
Swasta. Pendirian ketiga fakultas ini  merupakan 
implementasi dari pengembangan pendidikan di Aceh 
yang telah dimulai pada tahun 1959 dan ditandai 
dengan peresmian Kota Pelajar dan Mahasiswa 
94 Abdi A. Wahab, “IAIN Ar-Raniry Empat Dekade”, dalam  Luthfie 
Aunie dan Fachri (ed), 40 Tahun…, hlm. 240.
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(Kopelma) Darussalam pada tanggal 2 September 
1959. Pada etape selanjutnya, tanggal peresmian 
Kopelma ini dijadikan sebagai momentum peringatan 
Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) di Nanggroe Aceh 
Darussalam.95
Setelah beberapa tahun menjadi cabang IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-
fakultas tersebut berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta selama enam bulan sampai IAIN Ar-Raniry 
resmi berdiri sendiri. Lima tahun sesudah peresmian 
berdirinya IAIN Ar-Raniry (1968), Fakultas Dakwah 
didirikan. Kemudian 15 tahun berikutnya (1983) 
disusul dengan Fakultas Adab.96 Selanjutnya tiga tahun 
berselang (1989), IAIN Ar-Raniry melakukan sebuah 
terobosan konstruktif dengan mendirikan Program 
Pascasarjana. Tidak hanya terhenti di sini, pada tahun 
2002 IAIN Ar-Raniry kembali mengambil keputusan 
penting  untuk mendirikan Program Doktor (S-3)97 
yang hingga tahun 2014 ini sudah memiliki beberapa 
generasi, baik yang berasal dari Aceh maupun dari 
luar Aceh.
95 Abdi A. Wahab, “IAIN Ar-Raniry...,” hlm. 1-2.
96 Buku Panduan Program S-1 Tahun Akademik 1995-1996, (Banda 
Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1995),  hlm. 1. 
97 Luthfie Aunie dan Fachri (ed), 40 Tahun…, hlm. 3. 
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Bila melihat perkembangan lembaga ini, dihitung dari 
sejak masa berdirinya di tahun 1963 hingga tahun 
2004, perkembangan IAIN Ar-Raniry  menunjukkan 
hasil yang signifikan. Mengaca dari data lama, 
alumnus yang dilahirkan hingga di tahun 2004, 
tercatat 240 orang Magister Agama Islam; 12.179 
ribu Sarjana Strata 1(S-1); 310 orang Ahli Madya (D-
3) dalam bidang Ilmu Perpustakaan dan 1.699 orang 
Ahli Muda (D-2) program Studi Guru Pendidikan 
Agama Islam (GPAI) dan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI).98 Jumlah ini hingga tahun 2014 
terus mengalami perkembangan yang pesat. 
Sebagian besar dari mahasiswa IAIN Ar-Raniry adalah 
berasal dari lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
dan Sekolah Menengah Umum (SMU). Selebihnya 
berasal dari lulusan Madrasah Aliyah Swasta (MAS)/
Pesantren dan sisanya adalah lulusan dari Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). Setiap tahun jumlah 
mahasiswa baru yang mendaftar pada lembaga ini 
terus meningkat.99 Akan tetapi karena sarana yang 
terbatas, maka mahasiswa yang diterima juga dibatasi.
Salah satu catatan penting dalam perkembangan 
lembaga ini, tepat di usia ke-50 IAIN Ar-Raniry 
98 Buku Wisuda Sarjana Program S2, S-1, D-3 dan D-2 Semester 
Genap 2003-2004, hlm. xx. 
99 Luthfie Aunie dan Fachri (ed), 40 Tahun…, hlm. 63-64. 
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secara resmi berubah menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN). Sebuah keputusan penting dari proses 
perjalanan panjang dan berliku selama belasan tahun 
akhirnya berbuah hasil dengan dikeluarkannya 
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 dan 
Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 
Aceh.100
Berdasarkan perubahan status ini, terjadi pula 
perubahan-perubahan dalam bidang paradigma 
keilmuan, struktur keorganisasian dsb. Bila 
sebelumnya lembaga ini hanya memiliki 5 fakultas, 
maka sejak berubah menjadi universitas, saat ini UIN 
Ar-Raniry memiliki 9 fakultas dengan 43 prodi untuk 
tingkat strata 1 ditambah 2 buah program diploma 
(Diploma 3 Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab 
dan Humaniora dan Diploma 3 Perbankan Islam 
pada Fakultas Syari’ah dan Hukum). Sementara pada 
jenjang magister (S2) Ilmu Agama Islam UIN Ar-
Raniry memiliki beberapa konsentrasi meliputi: Fiqh 
Modern, Pendidikan Islam, Dakwah, Pemikiran dalm 
Islam, Sejarah dan Tamaddun Islam, Bahasa Arab, dan 
100 Tim Penulis, Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 
Banda Aceh Tahun Akademik 2014/2015 (Banda  Aceh: UIN Ar-
Raniry, 2014), hlm. 1.
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Ekonomi Syariah. Adapun pada jenjang doktoral (S3) 
UIN Ar-Raniry memiliki 2 buah program studi yaitu 
Prodi Fiqh Modern dan Prodi Pendidikan Islam.101  
Ditilik dari sisi organisatoris, khususnya pengadaan 
lembaga-lembaga struktural dan non struktural 
yang berfungsi sebagai institusi penunjang dalam 
bidang pelayanan kepada Civitas Akademika, pegawai 
dan masyarakat, UIN Ar-Raniry juga menunjukkan 
perkembangan yang baik. 
Terdapat beberapa unit pelaksana teknis di bawah UIN 
Ar-Raniry meliputi: Lembaga Penjamin Mutu (LPM), 
Pusat Pengembangan Standar Mutu (P2SM), Pusat 
Audit dan Pengendalian Mutu (PAPM), Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LP2M), Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 
(P2M), Pusat Penelitian dan Penerbitan (PPP), Pusat 
Studi Gender dan Anak (PSGA), UPT Perpustakaan, 
Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan 
Pangkalan Data (UPT PTIPD), Pusat Pengembangan 
Bahasa (P2 Bahasa), Pusat Pengembangan Bisnis (P2 
Bisnis), Pusat Layanan Internasional (PLI) dan Ma’had 
Al-Jami’ah. Selain dari lembaga di atas, UIN Ar-Raniry 
juga memiliki beberapa lembaga non struktural yang 
memiliki peran pengembangan dan penunjang Tri 
101 Tim Penulis, Panduan Akademik…, hlm. 13. 
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Dharma Perguruan Tinggi.102
Perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh 
IAIN Ar-Raniry juga dapat dicermati dari kualitas 
pendidikan para dosennya. Saat ini sudah puluhan 
dosen yang sedang menjalani studi doktoral baik di 
dalam maupun luar negeri.
Peningkatan kualitas pendidikan dosen tetap IAIN 
Ar-Raniry di atas tentu saja memberikan ekses 
konstruktif bagi pengembangan intelektualitas 
di kalangan intenal perguruan tinggi ini. Salah 
satu indikator yang bisa dicermati adalah semakin 
semaraknya aktifitas penelitian dan penulisan buku 
yang dilakukan oleh dosen-dosen IAIN Ar-Raniry.
B. Policy Pemerintah Mengenai Perubahan 
Institut ke Universitas
Secara historis, studi Islam dengan pembidangan ilmu 
yang ada di dalamnya tidak terlepas dari maksud dan 
tujuan pendirian lembaga Perguruan Tinggi Agama 
Islam Negeri (PTAIN) di Indonesia. Pada awalnya 
PTAIN memiliki maksud dan tujuan memberikan 
pengajaran tinggi dan menjadi pusat pengembangan 
dan pendalaman ilmu pengetahuan mengenai Agama 
102  Tim Penulis, Panduan Akademik…, hlm. 19.
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Islam. Demi tujuan tersebut, diletakkan azas untuk 
membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai 
keinsafan bertanggungjawab tentang kesejahteraan 
masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar 
Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan 
kenyataan.103
Pada bagian lain dijelaskan bahwa maksud dan tujuan 
PTAIN adalah untuk memberi pengajaran dan menjadi 
pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam 
ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Selanjutnya, 
dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960, pasal 
2 disebutkan: “Institut Agama Islam Negeri tersebut 
bermaksud untuk memberi pengajaran tinggi dan 
menjadi pusat untuk memperkembangkan dan 
memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama 
Islam”. Pasal ini seterusnya menyatakan bahwa 
“perkembangan perguruan tinggi Islam Negeri 
sudah sedemikian rupa, hingga dapat diarahkan 
pertumbuhannya ke arah Al-Azhar. Pasal tersebut 
kemudian diterjemahkan melalui Penetapan 
Menteri Agama No. 43 tahun 1960 yang pada pasal 
1 disebutkan: “Institut Agama Islam Negeri adalah 
103 Akh. Minhaji, “Transformasi IAIN Menuju UIN”, sebuah 
pengantar dalam M. Amin Abdullah, dkk, Menyatukan Kembali 
Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempersatukan Epistemelogi 
Islam dan Umum (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003), hlm. 
vii-viii.
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suatu institut yang bermaksud untuk memberi 
pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi 
pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam 
ilmu pengetahuan tentang agama Islam”.
Di antara pernyataan di atas yang menarik adalah 
bahwa pada awalnya PTAIN yang kemudian berubah 
menjadi IAIN memang didesain untuk mengikuti 
pola Al-Azhar, Mesir. Menurut Akh. Minhaji, hal ini 
dimungkinkan karena studi Islam yang telah mapan 
ketika itu adalah Al-Azhar. Di samping itu, pemikiran 
Islam di Indonesia ketika itu banyak diwarnai oleh 
mereka yang pernah belajar di Mesir. Ketika pulang ke 
Indonesia, para sarjana dari Al-Azhar mendapatkan 
kedudukan penting di tengah-tengah masyarakat. 
Hal ini sebagaimana diungkapkan Mona Abaza yang 
menuturkan bahwa banyak mantan mahasiswa 
Indonesia yang belajar selama 30-an tahun dan 
sekarang menduduki jabatan-jabatan pemerintah 
di universitas-universitas Islam di Indonesia berasal 
dari Al-Azhar. 
Sangatlah wajar jika pola studi Islam yang 
dikembangkan oleh IAIN merujuk kepada universitas 
Al-Azhar. Bahkan, untuk mempersamakan antara IAIN 
dan Al-Azhar, hampir semua fakultas di lingkungan 
IAIN memakai nama-nama dengan menggunakan 
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bahasa Arab. Di samping itu, mata kuliah yang 
diajarkan kepada mahasiswa pun hampir serupa 
seperti yang ditawarkan di Al-Azhar. Padahal perlu 
diketahui bersama bahwasannya lembaga pendidikan 
Al-Azhar terkait erat dengan aspek sosial-politik yang 
terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, berdasarkan 
uraian di atas, tidaklah sulit untuk mencari latar 
belakang mengapa studi Islam dan pembidangan ilmu 
di IAIN mengikuti pola Al-Azhar.104
Pada awal era Reformasi, ada dua perkembangan 
signifikan dalam lembaga pendidikan tinggi Islam. 
Pertama, munculnya konsep “IAIN dengan mandat 
yang lebih luas (IAIN with wider mandate)”. Kedua, 
transformasi STAIN-IAIN menuju UIN. Konsep “IAIN 
dengan mandat yang lebih luas” merupakan isyarat 
bagi pembukaan fakultas, jurusan, dan program studi 
(prodi) umum atau “sekular” yang secara manajemen 
di bawah naungan IAIN tanpa mengubahnya menjadi 
universitas. Namun demikian, semua itu harus 
mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan Nasional 
dan semua fakultas, jurusan, dan program studi 
umum itu juga disupervisi dan diakreditasi oleh 
Menteri Pendidikan Nasional. Ada beberapa IAIN yang 
membuka fakultas/jurusan/prodi umum, misalnya, 
104  Akh. Minhaji, “Transformasi IAIN…”, hlm. viii-ix.
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pada tahun 1998-1999, IAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta membuka Jurusan Psikologi dan Matematika 
di Fakultas Tarbiyah dan Jurusan Ekonomi Islam dan 
Perbankan di Fakultas Syari’ah. 
Pada tahun 2001, IAIN Syarif Hidayatullah 
membuka Prodi Agrobisnis dan Teknologi Informasi, 
Manajemen, dan Akuntansi; dan pada tahun 2001 
membuka Fakultas Psikologi dan Studi Islam (yang 
terakhir ini bekerjasama dengan Universitas Al-Azhar, 
Mesir). Sama halnya dengan IAIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka 
banyak jurusan seperti sosiologi, jurnalisme, public 
relation, teknologi informasi, Bahasa dan Sastra 
Inggris, psikologi, biologi, fisika, dan kimia. 
Konsep “IAIN dengan mandat yang lebih luas” secara 
umum bertujuan untuk menawarkan sebuah alternatif. 
Gagasan transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN telah 
menjadi perdebatan sejak akhir era Orde Baru. Ada beberapa 
perdebatan dan kontroversi mengenai apakah UIN harus 
dikelola dan diakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional 
sebagaimana universitas-universitas lainnya. Ketika konsep 
transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN diterima pada masa 
era Reformasi, konsep “IAIN dengan mandat yang lebih luas” 
menjadi transisi –kendatipun tidak esensial— menuju UIN.105
105 M. Nur Ichwan, “Official Reform of Islam: State Islam and the 
Anton Widyanto - Maria Ulfah 121121
STAIN-IAIN sebagai bentuk awal dari UIN, memiliki 
usaha pengembangan keilmuan Islam untuk 
membentuk ulama yang intelek atau intelek yang 
ulama. Usaha ini merupakan bentuk ijtihad para 
pemimpin bangsa dalam melihat perkembangan 
sarjana-sarjana Islam saat berhadapan dengan 
sarjana-sarjana lulusan universitas-universitas 
“sekuler”. Dalam perkembangannya, IAIN mampu 
mewarnai kehidupan bangsa melalui kontribusi 
pemikiran para alumninya. Namun, tidak hanya 
cukup berbangga dengan hal itu, dalam kurun waktu 
yang sama studi Islam (Islamic studies) perlu berdialog 
dengan keilmuan-keilmuan yang lain. 
Tidak dapat dipungkiri, dikotomi antara keilmuan 
umum dan keilmuan agama menjadikan STAIN-IAIN 
kurang bisa bergerak bebas dalam mengembangkan 
keilmuannya. Begitu juga dengan kecenderungan saat 
ini, di mana studi Islam mengalami krisis relevansi 
ketika berhadapan dengan kehidupan modern. Usaha 
menjadikan STAIN-IAIN menjadi UIN merupakan 
proyek keilmuan yang patut mendapat apresiasi. 
Pengintegrasian antara keilmuan agama, sosial-
humaniora, dan sains diharapkan dapat tercipta 
Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-
2004”, Disertasi tidak Diterbitkan, Tilburg, Netherlands: 
Universiteit van Tilburg, 2006, hlm. 295-296. 
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dalam tradisi akademik mendatang dengan semangat 
perubahan namanya.106
Pembicaraan hangat mengenai upaya transformasi 
STAIN-IAIN menjadi UIN tidak dapat dipisahkan 
dari wacana mengenai ilmu (sains) dan agama. 
Transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN merupakan 
bentuk praktis upaya pengintegrasian antara ilmu 
dan agama, menghilangkan dikotomi ilmu yang 
menjadi jurang pemisah antara ilmu agama dan 
ilmu umum. Melalui usaha transformasi STAIN-
IAIN menjadi UIN diharapkan dapat memberikan 
jawaban-jawaban atas persoalan mengenai wacana 
sains dan agama. Universitas-universitas tersebut 
dapat memulai menentukan arah pengembangannya 
melalui kurikulum yang disusunnya.107
Semangat untuk mengintegrasikan ilmu agama dan 
ilmu umum, misalnya, dapat dilihat dalam perubahan 
STAIN Malang menjadi UIN Malang. Transformasi 
ini didorong oleh semangat untuk mencoba 
memadukan ilmu (sains) dan agama yang terkesan 
106 Mukhlis Fahruddin, “UIN Malik Ibrahim dan Proyek Integrasi”, 
http://www.mukhlisfahruddin.web.id/2009/04/uin-malik-
ibrahim-dan-proyek-integrasi.html. Diakses tanggal 31/12/ 2012.
107 Zainal Abidin Bagir, “kata pengantar” dalam Mehdi Golshani, 
Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains (Bandung: 
Mizan, 2004), hlm. xii.
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bersifat dikotomik. STAIN Malang yang pada saat 
itu membuka Jurusan Tarbiyah, dengan program 
studi pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa 
Arab, merasa memiliki ruang gerak dan kawasan 
yang demikian sempit. Semula STAIN Malang dicita-
citakan untuk dikembangkan menjadi institut atau 
IAIN, namun setelah melihat fakultas dan bidang 
studi yang dikembangkan oleh IAIN pada umumnya 
hanya terdiri atas 5 (lima) fakultas (yakni Ushuluddin, 
Syari’ah, Dakwah, Tarbiyah, dan Adab) lagi-lagi bentuk 
seperti itu dipandang belum mampu menggambarkan 
universalitas ajaran Islam. Fakultas dan bidang studi 
tersebut dipandang masih sangat terbatas dan jauh 
dari gambaran Islam yang universal.108 Semangat 
untuk mereintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum 
(sains) inilah salah satu faktor utama yang mendorong 
gagasan transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN.  
Harus diakui bahwa sejak ditetapkannya Kementeriaan 
Agama sebagai penanggungjawab untuk mengelola 
lembaga pendidikan Islam, dalam rentang waktu cukup 
panjang dari Orde Lama hingga Orde Baru, keberadaan 
madrasah dan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam 
108 Imam Suprayogo, “Membangun Integrasi Ilmu dan Agama: 
Pengalaman UIN Malang”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk, 
Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan, 
2005), hlm. 214-215.
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Negeri) tidak dianggap sederajat dengan sekolah-
sekolah dan perguruan-perguruan tinggi umum. 
Lembaga pendidikan Islam dinilai lebih menekankan 
sisi dakwah dibanding sisi akademik, sehingga mutu 
akademiknya rendah. Bahkan, parahnya lagi, STAIN-
IAIN pernah tidak diakui sebagai perguruan tinggi. 
Hal ini tercermin dari sistem penganggaran yang 
hanya diambil dari sektor agama— menyatu dengan 
masjid, pesantren, majelis taklim, dan haji— bukan 
sektor pendidikan.109
Menyadari akan masalah yang dihadapi, STAIN-IAIN 
sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Idonesia 
berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. 
Semangat keilmuan di lingkungan STAIN-IAIN 
terus tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai 
dengan adanya transformasi STAIN-IAIN yang 
terus mengalami proses peningkatan, dari nuansa 
ideologis-politis menuju ke arah akademis. 
Metodologi ilmu-ilmu sosial dalam kajian-kajian 
agama mulai diperkenalkan. Hal ini dapat ditelisik 
secara historis pada masa Menteri Agama Alamsjah 
Ratu Perwiranegara di mana program Pascasarjana 
untuk pertama kalinya dibuka di lingkungan IAIN. 
Kemudian Munawir Sjadzali secara intensif juga 
109 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teosentris 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 175. 
Anton Widyanto - Maria Ulfah 125125
meningkatkan kualitas dosen dengan mengirimkan 
sejumlah dosen STAIN-IAIN ke negara-negara Barat. 
Selanjutnya, muncul pula wacana pengembangan 
STAIN-IAIN menjadi UIN di masa Tarmizi Taher. 
Selain itu, sebagaimana telah penulis singgung di 
atas, muncul pula wacana penempatan IAIN dalam 
satu atap pendidikan, yakni di bawah naungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.110
Secara yuridis-formal, lembaga pendidikan Islam 
(keagamaan) menjadi kian kokoh setelah diterbitkannya 
Undang-Undang No. 2 tahun 1989 yang secara eksplisit 
menyebutkan pendidikan agama dan pendidikan 
keagamaan termasuk dalam sistem pendidikan 
nasional (pasal 11 dan 39). Hal ini dikuatkan lagi dalam 
Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 15, 17, 18, 
30, dan 37). Dengan kekuatan hukum itu diharapkan 
kualitas pendidikan keagamaan kian meningkat. 
Menarik menyimak pendapat Achmadi terkait pendirian 
UIN.  Menurutnya, ada beberapa catatan penting yang 
mesti diperhatikan oleh semua pihak yakni:111
Pertama, berdasarkan pengalaman sejarah, dalam 
pengembangan pendidikan, tendensi politik umat 
110  Achmadi, Ideologi Pendidikan…, hlm. 176-177.
111  Achmadi, Ideologi Pendidikan…, hlm. 185-187.
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Islam sangat dominan. Kecenderungan politis yang 
dipayungi dengan landasan teologis tampak ketika 
umat Islam beramai-ramai mendirikan perguruan 
tinggi tanpa adanya studi kelayakan akademis 
terlebih dahulu. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 
14 IAIN, 33 STAIN, dan ratusan PTAIS (Perguruan 
Tinggi Agama Islam Swasta). Ketika animo mahasiswa 
semakin kurang mereka kebingungan, akhirnya 
berusaha membuka program pendidikan umum yang 
diperkirakan laku jual. Ketika lulusannya ditolak 
untuk mendaftarkan calon pegawai negeri, semakin 
bingung lagi karena dibayangi kematian pelan-pelan. 
Oleh karena itu, dalam konteks UIN, syahwat politik 
mesti ditinggalkan dan pertimbangan akademis 
harus benar-benar dipegang teguh. Kalau hal ini tidak 
dilakukan hampir bisa dipastikan di kemudian hari 
nasibnya akan sama seperti PTAI.
Kedua, perlu dipertimbangkan konsekuensi 
penggunaan predikat Universitas Islam Negeri, yakni 
karakteristik apa yang dapat ditawarkan. Salah satu 
contoh, misalnya, landasan epistemologinya yang 
tentunya secara eksplisit berbeda dengan perguruan 
tinggi lain, wawasan keislaman yang relatif lebih luas, 
dan komitmennya terhadap Islam lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.
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Ketiga, keberadaan UIN sekarang masih menunjukkan 
dualisme kelembagaan. Hal ini dapat dilihat, misalnya, 
dalam kasus UIN Sunan Kalijaga. Berdasarkan 
Keppres No. 50 tahun 2004 tentang perubahan 
IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, pasal 2 ayat (2) bahwa UIN Sunan Kalijaga 
secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina 
oleh menteri pendidikan nasional dan kebudayaan 
dan secara teknis-fungsional dibina oleh menteri 
agama. Dualisme kelembagaan ini sudah semestinya 
dihilangkan, dengan menyerahkan sepenuhnya 
ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar 
prinsip efisiensi dan fungsional dapat dijalankan. Hal 
ini lantaran secara fungsional yang tepat mengurus 
pendidikan adalah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Beban politis-ideologis sudah 
selayaknya dihilangkan. Artinya, tidak perlu khawatir 
nilai dan pesan-pesan agama Islam terdistorsi karena 
sudah ada undang-undang pendidikan nasional yang 
menjamin tumbuh kembangnya nilai-nilai agama 
dalam pendidikan formal.
Keempat, manakala UIN nanti diserahkan kepada 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mestinya 
memberi peluang yang sama kepada universitas-
universitas lain yang akan membuka fakultas 
agama (Islam) untuk ikut memperdalam dan 
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mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam 
secara akademis. Hal ini jangan dianggap sebagai rival, 
namun justru akan memperluas medan musabaqah fil 
khairat dalam keilmuan.
Pada saat bola salju (snow ball) reformasi 
bergulir sedemikian derasnya dan telah sukses 
mengguncangkan sendi-sendi domestik maupun 
internasional, satu hal krusial yang perlu dicatat adalah 
bahwa presiden RI ke-3 (BJ Habibie) memberikan ijin 
bagi lembaga pendidikan negeri yang berlabel institut 
untuk merubahnya menjadi universitas. Tentu saja 
hawa segar ini tidak disia-siakan oleh IKIP-IKIP di 
Indonesia seperti IKIP Surabaya (Universitas Negeri 
Surabaya/UNESA), IKIP Semarang  (Universitas Negeri 
Semarang/ UNNES) dan lain sebagainya. Adapun 
halnya dengan IAIN sebagai institusi pendidikan Islam 
yang berada di bawah naungan Departemen Agama 
ternyata memberikan respon yang agak berbeda dan 
setidaknya telah melahirkan dua komunitas, ada yang 
antusias dan ada pula yang bersikap skeptis. Core 
problemnya adalah terletak pada masalah “payung” 
tadi. Sebab secara faktual –sekali lagi- IAIN bukan 
berada di bawah lingkup Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, melainkan Departemen Agama.
 Meski demikian, IAIN Syarif Hidayatullah 
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Jakarta sebagai Institusi pendidikan Islam merespon 
angin segar pemerintah tersebut dengan optimis. Hal 
ini setidaknya juga didukung oleh beberapa faktor 
urgensial di antaranya: pertama, secara geografis 
IAIN Jakarta berdomisili di pusat pemerintahan R.I. 
sehingga memudahkan lobi-lobi terhadap instansi 
terkait dan berkompeten terhadap policy pemerintah 
tersebut. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah 
bahwa sistem kepemerintahan Indonesia yang 
cenderung sentralistik telah memainkan pengaruh 
tersendiri dalam konteks ini. Kedua, dari segi sumber 
daya manusia tenaga pengajarnya, IAIN Syahid 
Jakarta boleh dikata cukup bagus serta lebih merata 
bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga serupa 
lainnya di Indonesia. Karena itu tidak mengherankan 
kalau IAIN ini banyak dijadikan “cermin” oleh IAIN 
dan atau STAIN di nusantara. Ketiga, dari sisi kualitas 
mahasiswanya, IAIN Syahid nampaknya juga menjadi 
salah satu faktor penting dalam proses perubahan 
institut – universitas tersebut. Hal ini tentunya 
berkait-berkelindan dengan faktor pertama dan 
faktor kedua yang penulis paparkan di atas. Pada 
akhirnya, di era millennium ketiga ini IAIN Syahid 
telah berkemantapan hati untuk mengalihkan wajah 
institut ke universitas (baca: UIN).
Sebenarnya ide besar perubahan IAIN Jakarta 
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menjadi UIN adalah untuk memadukan sekaligus 
menghapus atau setidaknya meminimalisir terjadinya 
dikotomisasi antara ilmu agama dan ilmu umum. 
Perubahan ini di sisi lain juga dilatarbelakangi 
oleh ketidakpuasan, tidak saja terhadap kinerja 
dan perkembangan IAIN sendiri, melainkan juga 
terhadap model-model pendidikan tinggi Islam 
secara keseluruhan. Dalam keterangan yang lebih 
rinci, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa gagasan 
dan konsep pengembangan IAIN menjadi UIN 
bertitik tolak dari beberapa masalah yang dihadapi 
IAIN dalam perkembangannya selama ini. Beberapa 
masalah pokok itu adalah sebagai berikut. 
Pertama, IAIN belum berperan secara optimal dalam 
dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia 
secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, 
kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, 
karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada 
pengembangan ilmu pengetahuan.
Kedua, kurikulum IAIN belum mampu meresponi 
perkembangan iptek dan perubahan masyarakat 
yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama 
karena bidang kajian agama yang merupakan 
spesialiasi IAIN kurang mengalami interaksi dan 
reapproachement dengan ilmu-ilmu umum, bahkan 
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masih cenderung dikotomis. Kurikulum IAIN masih 
terlalu berat pada ilmu-ilmu yang bersifat normatif; 
sedangkan ilmu-ilmu umum yang dapat mengarahkan 
mahasiswa kepada cara berfikir dan pendekatan yang 
lebih empiris dan kontekstual nampaknya masih 
belum memadai. 
Selama ini, disadari atau tidak, paradigma yang 
mendikotomisasikan antara ilmu agama dan ilmu 
umum (untuk tidak menyebut “sekuler”) memang 
masih berkembang di tengah masyarakat Islam, 
termasuk Indonesia. Padahal dikotomisasi antara ilmu 
agama dengan ilmu umum sesungguhnya tidak bisa 
diterima di alam yang bergerak global sekarang ini. 
Pandangan sedemikian rupa justru kontra produktif 
dengan upaya mengembangkan peradaban manusia 
pada umumnya, dan Islam pada khususnya. Di sinilah 
sebenarnya proyek Islamisasi yang dikembangkan 
oleh Ismail Raji’ al-Faruqi dkk mengambil peranan 
krusial sebagai jalan keluarnya (way out) dan  sebagai 
penjabaran konkretnya adalah dengan merubah 
kelembagaan IAIN menjadi UIN.
Tugas integrasi ini, sebagaimana yang dikemukakan 
oleh al-Faruqi- bukan berarti mencampuradukkan 
eklektik dari Islam klasik dan pengetahuan Barat 
modern, melainkan sebagai suatu reorientasi 
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sistematis sekaligus restrukturisasi seluruh bidang 
pengetahuan kemanusiaan sesuai dengan kategori-
kategori baru yang diambil dan didasarkan pada 
konsep Islam.
Ada beberapa hal konstruktif yang bisa diambil dari 
perubahan IAIN menjadi UIN ini. Pertama, dengan 
diperluasnya IAIN dari sekadar institut yang hanya 
mengajarkan satu bidang keilmuan, yakni ilmu agama 
menjadi universitas yang memberikan pengetahuan 
lebih beragam, maka tentu saja hal ini sejalan dengan 
kebutuhan pragmatik penyediaan pendidikan massal 
bagi warga negara Indonesia. Dengan ungkapan lain, 
UIN diharapkan mampu memperkecil jarak antara 
kebutuhan terhadap pendidikan tinggi di kalangan 
masyarakat dengan keterbatasan daya tampung 
Perguruan Tinggi Negeri yang ada.
Kedua, pembentukan UIN diharapkan mampu 
membuka peluang rekonstruksi bangunan keilmuan. 
Hal ini adalah berkenaan dengan paradigma 
dikotomisasi antara ilmu agama dengan ilmu umum 
sebagaimana dipaparkan di atas.
Ketiga, transformasi IAIN menjadi UIN dengan 
sendirinya akan memperluas daya tampung 
penerimaan tenaga akademik dan administrasi. Kedua 
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sumber daya ini dapat dijadikan modal dasar bagi 
program-program riset dan pengembangan keilmuan 
yang sampai saat ini belum mendapat perhatian yang 
memadai.
Keempat, dengan bertambahnya jumlah fakultas dan 
jurusan yang variatif dan rasional, maka hal ini akan 
juga berimbas pada pemekaran institusi akademik 
lainnya seperti pusat-pusat kajian strategis atau 
pusat-pusat studi dalam berbagai bidang.
Di tengah perdebatan antara kelompok yang pro 
dan kelompok yang kontra terhadap Islamisasi 
ilmu pengetahuan yang hingga kini belum berakhir, 
wacana status keilmuan dilihat dari perspektif Islam 
kembali hangat diperbincangkan. Kehangatannya 
bukan tanpa sebab. Fenomena ini muncul seiring 
dengan metamorfosis PTAI dari STAIN-IAIN menjadi 
UIN. Metamorfosis ini diikuti dengan berbagai 
perombakan struktural di dalam organisasi kampus 
menyangkut penambahan beberapa ranah keilmuan 
baru yang selama ini dianggap tidak Islami atau 
sekuler dan lebih banyak dikaji di kampus-kampus 
non STAIN-IAIN. Kehangatan ini sedikit banyak juga 
muncul dari institusi-institusi lama yang sekalipun 
tidak bermetamorfosis menjadi universitas, tetapi 
berhasrat untuk membuka prodi-prodi baru yang 
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selama ini tidak menjadi bagian dari struktur baku 
ilmu-ilmu keislaman, seperti ekonomi, sosiologi, 
politik, psikologi, dan sebagainya.112
Tidak dapat dipungkiri, pendirian UIN di satu sisi 
merupakan wujud kegamangan para elit Muslim 
pengambil kebijakan yang merasa pesimis akan 
keberadaan STAIN-IAIN yang dinilai bakal tidak 
cukup mampu menghadapi tantangan globalisasi, 
namun di sisi lain, ia merupakan realisasi kesadaran 
akan makna pendidikan Islam yang luas mencakup 
berbagai bidang keilmuan dan tidak dikotomis antara 
ilmu pengetahuan agama dan umum. 
Secara umum, bentuk hubungan antara keilmuan 
Islam dan keilmuan umum dapat dilihat dari corak 
pendekatan yang digunakan. Corak pertama adalah 
paralel, di mana masing-masing corak epistemologi 
studi Islam dan keilmuan umum akan berjalan sendiri-
sendiri tanpa ada hubungan dan persentuhan antara 
yang satu dengan yang lain. Corak kedua adalah bersifat 
linear, di mana salah satu dari keduanya akan menjadi 
primadona, sehingga kemungkinan akan berat sebelah 
antara keduanya. Dalam hal ini kemungkinan akan 
112 Ahmad Zainul Hamidi, “Menilai Ulang Gagasan ‘Islamisasi 
Ilmu Pengetahuan’ sebagai Blue Print Pengembangan Keilmuan 
UIN”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk, Integrasi Ilmu dan Agama: 
Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 180-181.
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terjadi dialog yang intensif antara kedua keilmuan 
menjadi sulit terjadi. Ketiga adalah corak sirkular, di 
mana masing-masing corak epistemologi keilmuan 
dapat memahami keterbatasan, kekurangan, dan 
kelemahan yang melekat pada diri masing-masing 
sekaligus bersedia mengambil manfaat dari temuan-
temuan yang ditawarkan oleh tradisi keilmuan yang 
lain serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki 
kekurangan yang melekat pada dirinya sendiri.
Corak yang dominan yang terjadi pada model 
pendidikan di Indonesia dan sebagaian besar negara-
negara Islam lainnya adalah corak pararel dan linear. 
Tentu saja, realitas semacam ini adalah sesuatu 
yang memperihatinkan sekaligus merisaukan. 
Padahal setiap disiplin keilmuan sejatinya tidak 
dapat dipisahkan dari disipilin ilmu-ilmu yang lain 
dan tidak bisa berdiri sendiri. Kaitannya dengan 
hal ini, barangkali menarik menyimak pendapat M. 
Amin Abdullah yang mengemukakan bahwa setiap 
bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama 
(termasuk agama Islam dan agama-agama yang 
lain), keilmuan sosial-humaniora, maupun kealaman 
tidak dapat berdiri sendiri. Ketika ilmu pengetahuan 
tertentu mengklaim dapat berdiri sendiri, merasa 
dapat menyelesaikan persoalan secara mandiri, serta 
tidak memerlukan bantuan dan sumbangan dari 
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ilmu yang lain,  maka self sufficiency ini cepat atau 
lambat bakal berubah menjadi narrowmindedness 
untuk tidak menyebutnya fanatisme partikularitas 
disiplin keilmuan. Karenanya, kerjasama, saling tegur 
sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling 
keterhubungan antara disiplin keilmuan akan lebih 
dapat membantu manusia memahami kompleksitas 
kehidupan yang dijalaninya dan menyelesaikan 
masalah yang dihadapinya. 
Untuk menyelesaikan dikotomi keilmuan agama dan 
keilmuan umum, mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga 
ini menawarkan paradigma “interkoneksitas”. 
Paradigma interkoneksitas sejatinya berupaya 
menjembatani ilmu agama dan umum yang selama ini 
begitu menganga. Paradigma interkoneksitas sendiri 
merupakan paradigma yang dikembangkan di UIN 
Sunan Kalijaga. Secara paradigmatik-filosofis, ada 
tiga aspek yang hendak dintrodusisasi oleh paradigma 
interkoneksitas.
Pertama, secara epistemologis, paradigma 
interkoneksitas merupakan respons terhadap 
kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini, yang 
diwariskan dan diteruskan selama berabad-abad 
dalam peradaban Islam tentang adanya dikotomi 
pendidikan umum dan pendidikan agama. Masing-
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masing berdiri sendiri-sendiri, tanpa merasa perlu 
saling bertegur sapa. Dikotomi ini diperparah dengan 
berdirinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Kementerian Agama yang mengurusi pendidikan 
di negeri ini. Kedua, secara aksiologis, paradigma 
interkoneksitas hendak menawarkan pandangan dunia 
(world view) manusia beragama dan ilmuwan yang 
baru, yang lebih terbuka, mampu membuka dialog dan 
kerjasama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan 
secara publik dan berpandangan ke depan. Ketiga, 
secara ontologis, hubungan antar berbagai disiplin 
keilmuan menjadi kian terbuka dan cair, kendatipun 
blok-blok dan batas-batas wilayah antara budaya 
pendukung keilmuan agama yang bersumber pada 
teks-teks (Hadlarah al-Nash) dan budaya pendukung 
keilmuan faktual-historis-empiris, yaitu ilmu-ilmu 
sosial dan ilmu-ilmu kealaman (Hadlarah al-Ilm) serta 
budaya pendukung keilmuan etis-filosofis (Hadlarah 
al-Falasafah) masih tetap saja ada.113
Paradigma interkoneksitas pada prinsipnya merupakan 
landasan filosofis yang dijadikan basis paradigmatik 
pengembangan keilmuan di UIN. Kendatipun setiap 
UIN memiliki slogan keilmuan yang berbeda-beda, 
113  M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan 
Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
vii-ix. 
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namun pada intinya semuanya bermuara pada satu 
visi, yakni reintegrasi keilmuan agama dan keilmuan 
umum. Dengan kata lain, salah satu tujuan utama 
pendirian UIN adalah menjembatani dikotomi ilmu 
agama dan ilmu umum yang telah lama terjadi di 
dunia Islam.
Transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN sejatinya 
merupakan proyek keilmuan. Proyek tersebut di 
samping berusaha membenahi lingkungan fisik 
juga melakukan pembenahan dan pengintegrasian, 
sehingga ada dialog dan kerjasama yang lebih erat 
antara disiplin ilmu umum dan agama. Karena bukan 
waktunya lagi apabila studi Islam menyendiri dengan 
metodologi yang cenderung kaku dan dan bersifat 
tidak mau berubah. Begitu juga dengan keilmuan 
umum tidak lagi hanya terpaku dan menyendiri dari 
kancah disiplin ilmu agama.114
Berikut ini contoh ilustrasi akan pentingnya 
reintegrasi keilmuan agama dan keilmuan umum 
terkait transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN. 
Dalam hal ini, penulis mencontohkan sekelumit 
peran ilmu-ilmu sosial terhadap masalah keagamaan. 
114 Mukhlis Fahruddin, “UIN Malik Ibrahim dan Proyek Integrasi”, 
http://www.mukhisfahruddin.web.id/2009/04/uin-malik-
ibrahim-dan-proyek-integrasi.html. Diakses tanggal 31/12/2012.
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Tugas keilmuan umum, khususnya keilmuan sosial 
(semisal sosiologi, antropologi, dan sejarah) terhadap 
masalah keagamaan adalah mengkaji fenomena 
keagamaan, baik mempelajari perilaku manusia dalam 
kehidupannya beragama, juga fenomena keagamaan 
itu sendiri. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa 
“ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku 
itu, sosiologi mengamatinya dari sudut posisi manusia 
yang membawa kepada perilaku itu dan antropologi 
memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu.
Selain bertujuan mereintegrasikan keilmuan agama 
dan keilmuan umum, tujuan lain dari didirikannya 
UIN adalah supaya umat Muslim Indonesia mampu 
bersaing dengan negara-negara lain. Telah menjadi 
rahasia umum, penguasaan sains dan teknologi di 
Dunia Islam sangat rendah. Menurut Azyumardi Azra, 
ada sejumlah indikator kasar yang dapat dijadikan 
ukuran untuk menilai rendahnya penguasaan sains 
dan teknologi. Menurutnya, pada umumnya, sampai 
detik ini, sebagian besar negara Islam adalah produsen 
bahan mentah seperti minyak, gas alam, karet, 
minyak sawit, biji makanan, kapas, dan gula tebu. 
Sumber perekonomian di banyak negara Islam adalah 
pertambangan dan pertanian. Pabrik yang dapat 
memproduksi nilai tambah hanya menjadi bagian kecil 
dari seluruh perekonomian sebagian besar negara 
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Islam. Dalam bidang pertanian, negara-negara Islam 
tertinggal dalam aspek penelitian dan pengembangan 
pertanian serta agrobisnis dibandingkan negara lain.
Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta ini lebih lanjut mengemukakan bahwa 
lemahnya riset dan pengembangan ilmiah di sebagian 
besar negara-negara Islam terkait dengan realitas 
institusi-institusi sains yang dimiliki kebanyakan 
negara-negara Islam belum berfungsi optimal untuk 
mendorong penemuan-penemuan ilmiah. Di Barat 
dan negara-negara lain, institusi sains terus tumbuh 
untuk mengantisipasi era globalisasi, sementara di 
hampir kebanyakan negara Islam pertumbuhannya 
sangat lambat. Di kebanyakan negara Islam, jumlah 
institusi-institusi riset sains masih sangat rendah; 
anggaran yang dialokasikan untuk program-program 
ilmiah hampir tidak memadai; jumlah komunitas 
ilmiah dan produktivitas ilmuwan juga masih rendah. 
Beberapa kelemahan tersebut erat kaitannya dengan 
tingkat pendidikan di Dunia Islam. Dengan kata 
lain, riset dan pengembangan ilmiah tidak dapat 
dipisahkan dari ranah pendidikan.115 
115 Azyumardi Azra, “Reintegrasi Ilmu-Ilmu dalam Islam”, dalam 
Zainal Abidin Bagir, dkk, Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi 
dan Aksi (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 203-205.
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Tantangan di era globalisasi menuntut respons 
cepat dan tepat dari sistem pendidikan Islam secara 
keseluruhan. Bila umat Muslim tidak hanya ingin 
sekedar survive di tengah kompetisi global yang 
kian ketat, namun juga hendak tampil di depan, 
maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan 
Islam serta rekonstruksi sistem dan kelembagaan 
merupakan keniscayaan.116 Situasi-situasi inilah 
yang mendorong gagasan transformasi STAIN-IAIN 
menjadi UIN.
Setiap terjadi proses perubahan ada semacam 
kekhawatiran dan kecemasan yang tidak dapat 
ditutup-tutupi. Demikian juga dengan transformasi 
beberapa STAIN-IAIN menjadi UIN. Di level internal 
kampus, misalnya, kekhawatiran dan kecemasan 
tampak dalam diskusi Sidang Senat dan terutama 
di luar forum Sidang Senat. Tidak sedikit kalangan 
yang pesimistik bahwa gagasan tersebut dapat 
melahirkan model pendidikan Islam yang ideal. 
Pesimisme tersebut tidaklah berlebihan mengingat 
dalam realitasnya banyak perguruan tinggi Islam 
yang membuka fakultas/program studi disiplin ilmu-
ilmu umum yang justru membuat fakultas/program 
studi ilmu-ilmu keislaman terpinggirkan. Fakta ini 
116  M. Amin Abdullah, Islamic Studies..., hlm. 99.
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setidaknya dapat dilihat dari animo masyarakat untuk 
menimba ilmu studi-studi keislaman yang kian hari 
kian menurun.
Sederet pertanyaan pun mulai muncul ke permukaan 
seperti bagaimana nasib program-program studi 
keislaman? Akankah dipinggirkan dan terpinggirkan? 
Bernasib samakah dengan program studi keislaman di 
Universitas Islam Indonesia (UII) dan di lingkungan 
Universitas Muhammadiyah di seluruh tanah air?117
Transformasi STAIN-IAIN menjadi UIN diharapkan 
mampu melahirkan pendidikan Islam yang ideal 
di masa depan. Program reintegrasi epistemologi 
keilmuan dan implikasinya dalam proses belajar-
mengajar secara akademik diharapkan akan 
menghilangakan dikotomi antara ilmu-ilmu agama 
dan ilmu-ilmu umum. Perubahan ini bukan sekedar 
mengganti nama, namun diperlukan konsep yang 
matang dan detail, sehingga tidak mengulang 
eksperimen dan pengalaman sejarah yang dilakukan 
perguruan-perguruan tinggi umum dan agama, baik 
yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. 
Transformasi ini harus berada dalam kerangka dan 
117 M. Amin Abdullah, “Desain Pengembangan Akademik IAIN 
Menuju UIN Sunan kalijaga: dari Pola Pendekatan Dikotomis-
Atomistik Ke Arah Integratif Interdisciplinary, dalam Zainal 
Abidin Bagir, dkk, Integrasi Ilmu..., hlm. 365-366.
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semangat harmonisasi keilmuan dan keagamaan. 
Hal ini penting untuk memberikan landasan moral 
Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, agama, lingkungan hidup, sosial, 
ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia, sekaligus 
mengartikulasikan ajaran Islam sesuai dengan 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.118 
C. Peluang dan Tantangan Implementasi Pendi-
dikan Anti Korupsi di UIN Ar-Raniry
Berdasarkan perkembangan sejarah perjalanan UIN 
Ar-Raniry sebagaimana diuraikan di atas, tergambar 
jelas bahwa lembaga ini dituntut untuk menghadapi 
persoalan kehidupan masyarakat kontemporer yang 
semakin kompleks  dewasa ini khususnya terkait 
dengan perkembangan dunia pendidikan yang 
progresif.
Untuk melihat seberapa jauh kelebihan, kekurangan, 
peluang, dan ancaman (tantangan) transformasi 
IAIN Ar-Raniry menuju UIN, penulis menggunakan 
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats/kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan 
118  M. Amin Abdullah, “Desain Pengembangan…, hlm. 100.
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Ancaman). Menurut hemat penulis, kondisi IAIN Ar-
Raniry tidaklah jauh berbeda dengan kondisi PTAIN 
di Indonesia. Oleh karena itu, tanpa bermaksud 
menyeragamkan dan menyederhanakan masalah, 
analisis SWOT terhadap rencana transformasi 
IAIN Ar-Raniry menuju UIN ini didasarkan pada 
hasil pengamatan penulis tentang kondisi PTAIN di 
Indonesia secara umum. 
Analisis SWOT telah menjadi alat yang umum 
digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan. 
Analisis SWOT dapat juga menjadi alat yang efektif 
dalam menempatkan potensi institusi. SWOT dapat 
dibagi ke dalam dua elemen, yaitu analisis internal 
yang berkonsentrasi pada prestasi instutusi itu sendiri 
dan analisis lingkungan.
Uji kekuatan dan kelemahan pada dasarnya merupakan 
audit internal tentang seberapa efektif performa 
institusi. Sementara peluang dan ancaman fokus pada 
konteks eksternal atau lingkungan tempat sebuah 
institusi beroperasi. Analisis SWOT bertujuan untuk 
menemukan aspek-aspek penting dari hal-hal tersebut 
di atas: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 
Tujuan pengujian ini adalah untuk memaksimalkan 
kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi 
ancaman, dan membangun peluang.
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Analisis SWOT dapat diperkuat dengan menjamin 
analisis tersebut berfokus pada kebutuhan pelanggan 
dan konteks kompetitif tempat institusi beroperasi. 
Ini adalah dua variabel kunci dalam membangun atau 
mengembangkan strategi jangka panjang institusi. 
Strategi ini harus dikembangkan dengan berbagai 
metode yang dapat memungkinkan institusi mampu 
mempertahankan diri dalam menghadapi kompetisi 
serta mampu memaksimalkan daya tariknya bagi 
pelanggan. Jika pengujian tersebut dipadukan dengan 
pengujian misi dan nilai, maka akan ditemukan 
sebuah identitas institusi yang berbeda dari para 
pesaingnya. Begitu sebuah identitas distingtif 
mampu dikembangkan dalam sebuah institusi, maka 
karakteristik mutu dalam institusi tersebut akan 
menjadi lebih mudah diidentifikasi.119
Berdasarkan analisis SWOT yang penulis lakukan, 
secara umum ada beberapa kelebihan, kekurangan, 
peluang, dan ancaman (tantangan) transformasi 
IAIN Ar-Raniry menuju UIN. Berikut ini adalah kira-
kira beberapa kelebihan, kekurangan, peluang, dan 
ancaman (tantangan) tersebut:
119 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, terj. Ahmad 
Ali Riyadi & Fahrurrozi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2008), hlm. 221-
222.
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Strengths (Kekuatan) Weakness (Kelemahan)
•	Infrastruktur dan fasilitas 
yang memadai.
•	Ruang gerak PT semakin 
luas.
•	Membentuk paradigma 
berpikir yang integratif, 
holistik, dan komprehen-
sif.
•	Terwujudnya integrasi 
keilmuan.
•	Lebih siap dalam meng-
hadapi problem-problem 
kontemporer, terutama 
terkait isu-isu keislaman.
•	Menghasilkan lulusan 
yang siap berkompetisi 
secara global.
•	 Masih lemahnya human 
resources.
•	 Kurang lengkapnya fasil-
itas pendidikan
•	 Kurangnya ketersediaan 
referensi di perpus-
takaan untuk fakultas/
jurusan/program studi 
baru.
•	 Birokrasi kampus berbe-
lit-belit.
•	 Masih ada sejumlah 
staf pengajar dan staf 
administrasi yang belum 
“melek” teknologi.
•	 Tidak sedikit staf pen-
gajar yang belum dapat 
berbahasa asing, teruta-
ma bahasa Inggris dan 
Arab.
•	 Masih banyak fasilitas 
kampus yang tak ter-
awat.
•	 Masih kuatnya cara ber-
pikir “lama” di kalangan 
masyarakat kampus.
•	 Minimnya fasilitas olah-
raga.
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Opportunities (Peluang) Threats (Ancaman)
•	 Pusat-pusat studi dapat 
berkembang lebih luas.
•	 Peluang memperluas 
kerjasama dan network-
ing dengan berbagai pi-
hak, baik dalam maupun 
luar negeri.
•	 Peluang untuk mengem-
bangkan kemampuan 
akademik dan keluasan 
cakupan wilayah peneli-
tian.
•	 memungkinkan bagi 
alumni-alumni untuk 
bekerja di instansi non 
Kementerian Agama.
•	 Peluang tawaran bea-
siswa dari dalam dan 
luar negeri semakin 
banyak.
•	 Kemungkinan fakul-
tas-fakultas atau pro-
gram-program studi 
keislaman terpinggir-
kan.
•	 Lunturnya identitas se-
bagai perguruan tinggi 
pengembang keilmuan 
Islam
•	 Membuka jalan bagi 
terjadinya komersialisa-
si pendidikan
•	 Hilangnya image sebagai 
kampus rakyat
Melalui analisis SWOT di atas, pimpinan UIN Ar-
Raniry dapat mempertimbangkan dengan matang 
dan seksama rencana pembangunan kampus ke 
depan, sehingga lembaga ini dapat memaksimalkan 
kelebihan, meminimalisasikan kelemahan, mereduksi 
ancaman, dan membangun peluang. Khusus terkait 
dengan upaya melaksanakan pendidikan antikorupsi 
di UIN Ar-Raniry, maka dengan demikian sasaran 
yang diinginkan dapat dicapai.
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D. Hasil Penelitian
Berdasarkan penggalian data yang telah penulis 
lakukan selama penelitian, te
rlihat bahwa para pimpinan di lingkungan UIN Ar-
Raniry Banda Aceh masih memiliki pemahaman yang 
beragam tentang definisi korupsi. 
Ada yang memandang inti dari korupsi adalah 
penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri 
sendiri dan kelompok tertentu yang mengakibatkan 
kerugian keuangan negara:
“Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang 
atau sebuah peristiwa pelanggaran hukum yang 
memberikan akibat pada keuntungan bagi si pelaku 
sendiri atau bagi mitranya, atau kawannya, atau 
keluarganya  yang berefek pada kerugian negara dan 
masyarakat.”120
Pendapat di atas sejalan dengan argumen Wakil 
Dekan (Wadek) I Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
(FUF) yang menjelaskan:
“Korupsi secara sederhana adalah perbuatan merusak, 
karena corrupted itu  kan bahasa Inggris yang artinya 
120 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora. 
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merusak, atau fasad. Kemudian korupsi itu adalah 
sesuatu yang dapat merugikan orang lain, atau publik. 
Kalau merugikan pribadi, itu mungkin bukan korupsi. 
Tapi kalau merugikan orang lain, atau Negara, maka 
itu disebut dengan korupsi”.121
Terkait hal ini Wakil Rektor (Warek) I menerangkan:
“korupsi menurut saya adalah pengambilan 
hak orang lain dalam hal ini negara serta 
penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan 
untuk memperkaya pribadi atau orang lain. Di 
dalamnya ada unsur merugikan dan yang sudah 
pasti merusak tatanan yang ada”.122
Ada juga yang memandang korupsi sebagai sebuah 
tindak kejahatan, seperti dikemukakan oleh Wakil 
Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK):
“…korupsi adalah crime, kejahatan. Kenapa saya 
sebut kejahatan? Karena dari segi agama jelas 
faktor larangannya, dari sisi sosial, korupsi juga 
merugikan orang lain. Jadi korupsi memang 
jelas-jelas merugikan orang. Memang kata-kata 
121 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat.
122 Wawancara dengan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry. 
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kejahatan, mungkin terlalu vulgar. Tapi yang 
jelas korupsi adalah sesuatu yang merusak dan 
dilarang dalam kehidupan masyarakat kita 
ini”.123
Meski demikian, pada dasarnya mereka sama-
sama memandang bahwa korupsi adalah sesuatu 
yang merusak dan memiliki dampak destruktif di 
segala bidang, baik sosial, kultural, politik, bahkan 
pendidikan. Oleh sebab itu, pada umumnya mereka 
memandang bahwa korupsi sangat berbahaya dan 
karena itu harus dilawan.
Mengenai hal ini Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry 
mengatakan:
“Dampak korupsi tentu saja sangat destruktif 
dan negatif. Akan banyak orang yang dirugikan 
dan dizalimi. Kenapa? Karena ada hak-hak 
masyarakat yang bisa dirugikan baik dalam 
skala makro maupun mikro. Kemiskinan, 
kemelaratan salah satunya adalah disebabkan 
tidak terpenuhinya hak-hak kaum dhu’afa 
dikarenakan korupsi ini. Jadi dipandang dari 
sudut apa pun, korupsi berpotensi merusak 
123 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. 
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tatanan sosial kemasyarakatan. Karena itu harus 
dicegah dan dilawan”.124
Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
menambahkan:
“dampak korupsi itu bersifat sistemik dan 
menyeluruh, komprehensif. Jadi kemiskinan, 
kebodohan, kejahatan dan sebagainya secara 
tidak langsung adalah berupa dampak dari 
korupsi. Karena korupsi itu menjadikan 
distribusi yang tidak merata kepada masyarakat. 
Karena bahagian-bahagian yang seharusnya 
dibagikan sudah dikorup oleh sebagain pejabat, 
sebagian individu. Oleh karena itu korupsi 
cenderung agak susah dieliminir karena dana-
dana  yang seharusnya didistribusikan kepada 
orang-orang tertentu telah diambil terlebih 
dahulu oleh sebagian orang yang lain. Pendidikan 
juga begitu. Sarana-sarana pendidikan yang 
semestinya terbangun dengan baik, akhirnya 
tidak bisa terlaksana dikarenakan sudah 
mengalami kebocoran di sana-sini.”125
124 Wawancara dengan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry. 
125 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat. 
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Asisten Direktur (Asdir) I Program Pascasarjana UIN 
Ar-Raniry berpendapat bahwa akibat munculnya 
korupsi, maka sasaran pembangunan yang sudah 
dirancang tidak akan bisa dicapai dengan sempurna:
“Dampak korupsi itu besar sekali, yaitu tidak 
tercapainya sasaran yang diinginkan. Padahal 
penggunaan anggaran Negara harus tepat 
sasaran. Karena bila terjadi ketidaktepatan 
dalam penggunaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara, atau terjadi penyimpangan, 
maka akibatnya ada pihak yang dirugikan. 
Sasaran yang ingin dicapai, akhirnya tidak bisa 
dicapai”.126
Hal senada juga diungkapkan oleh Wadek I Fakultas 
Adab dan Humaniora (FAH) UIN Ar-Raniry. Bahkan 
dalam konteks pendidikan tinggi, korupsi juga 
potensial merugikan proses pembelajaran yang efek 
negatifnya akan dirasakan oleh mahasiswa:
“Korupsi memberikan dampak yang dahsyat 
kepada negara dan masyarakat. Jadi korupsi jelas 
merugikan masyarakat dan negara. Misalnya 
126 Wawancara dengan Asdir I PPs UIN Ar-Raniry. 
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masyarakat umum karena terjadi korupsi, maka 
hak-hak masyarakat akan dilanggar. Misalnya 
pembangunan jalan yang mengalami korupsi, 
tentu masyarakat akan dirugikan.  Kemudian 
misalnya korupsi pada tingkat akademik, 
misalnya dosen mengajar tidak sesuai dengan 
standar yang berlaku, maka yang dirugikan 
adalah mahasiswa. Apabila juga terjadi 
pelanggaran hukum dan aturan dari pendidikan 
di kampus sehingga akan memberikan efek 
ketidakpuasan kepada mahasiswa...127
Dalam konteks sosial kemasyarakatan, Wadek I FDK 
menjelaskan:
“Pada tingkat kehidupan sosial kemasyarakatan, 
misalnya ada program pemerintah yang terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan atau peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Kemudian program yang 
baik tersebut sudah diplotkan dana sedemikian 
rupa, akan tetapi karena  ada tindakan mengkorupsi, 
akhirnya dana-dana tersebut tidak sampai kepada 
masyarakat yang berhak. Akibatnya program yang 
dilaksanakan tidak menjadi efektif”.128
127 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora. 
128 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. 
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Selain dari beberapa dampak negatif yang disinggung 
di atas, ekses negatif lain yang tidak kalah berbahaya 
adalah semakin berkurangnya rasa kepercayaan 
masyarakat terhadap pejabat negara. Hal ini dijelaskan 
oleh Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah dan Hukum 
sebagai berikut:
“Dampak korupsi sangat dahsyat. Merusak 
segala sendi masyarakat. Karena korupsi pada 
dasarnya menzalimi hak-hak masyarakat itu 
sendiri. Ada alokasi dana yang dipergunakan 
untuk mensejahterakan masyarakat kemudian 
tereduksi, sehingga program-program yang 
dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan dengan 
baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 
dampak hilangnya rasa kepercayaan masyarakat 
kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam 
hal ini institusi pemerintah. Nah ini lebih 
besar dampaknya daripada hilangnya anggaran 
negara itu sendiri. Karena untuk menumbuhkan 
kepercayaan itu memerlukan beberapa dekade. 
Jadi ditinjau dari sudut apapun, korupsi 
memiliki dampak yang buruk dan negatif”.129
129 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum . 
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Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, 
para pimpinan UIN Ar-Raniry juga memandang 
secara beragam. Ada yang berpendapat dikarenakan 
faktor nafsu, faktor pengawasan, faktor moral, 
faktor penyimpangan dari ajaran agama, faktor 
kesalahan dalam mengambil kebijakan, bahkan faktor 
pemahaman tentang aturan korupsi itu sendiri.
Wadek I Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Ar-Raniry menjelaskan bahwa faktor nafsu yang 
didukung oleh tidak adanya filter dari sisi agama dan 
sosial, yang kemudian ditunjang oleh terbukanya 
kesempatan serta masih lemahnya penegakan hukum 
yang bisa menimbulkan efek jera bagi koruptor, 
adalah sebab-sebab utama pendorong munculnya 
kasus-kasus korupsi.
“Saya tidak tahu persis  apa yang menyebabkan 
korupsi. Akan tetapi paling tidak, ada beberapa 
faktor yang dapat menjadi pemicu korupsi, 
antara lain bisa saya katakan faktor nafsu. Ketika 
seseorang bernafsu untuk menguasai sesuatu, 
maka  orang akan cenderung melakukan itu. 
Artinya ada dorongan dari dalam tubuhnya 
sendiri untuk melakukan kejahatan itu. Itu 
pertama. Selain itu mungkin ada faktor yang 
lain juga, yaitu kesempatan. Artinya bisa 
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saya sederhanakan, ketika dia sudah berniat 
melakukan korupsi, kemudian didukung oleh 
terbukanya kesempatan, maka korupsi bisa 
terjadi. Apalagi kalau tidak didukung oleh filter 
agama dan sosial. Artinya ketika seseorang 
tidak memiliki filter agama dan sosial, maka 
timbullah niat. Kemudian ketika sudah muncul 
niat, lalu tersedia kesempatan, maka terjadilah 
korupsi. Lebih-lebih lagi melihat konsekuensi 
hukum yang terlihat tidak sepadan dengan 
perbuatan korupsi yang terjadi. Tidak ada efek 
jera istilahnya. Sehingga hal ini membuat orang 
berani melakukan korupsi.
Sejalan dengan pendapat di atas, Wadek I Fakultas 
Syariah dan Hukum (FSH) berpendapat bahwa 
moralitas merupakan akar masalah yang menyebabkan 
terjadinya kasus-kasus korupsi:
“Faktor yang utama sebenarnya adalah pada 
masalah moral. Jadi bukan pada masalah 
distribusi kekayaan, karena banyak orang kaya 
yang melakukan korupsi…. Oleh karena itu 
faktor-faktor korupsi banyak sebabnya. Bisa jadi 
karena faktor regulasi yang kurang kuat, atau 
bisa jadi faktor kondisi masyarakat yang tidak 
mendukung, kemudian tidak ada pengawasan, 
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sehingga korupsi terjadi di dalam masyarakat. 
Akan tetapi ada hal yang lebih penting bahwa 
penyebab terjadinya korupsi adalah moralitas 
daripada manusia itu sendiri. Jadi karena 
moralitas atau etikanya tidak kuat, maka sangat 
bisa jadi orang yang sudah kaya, memiliki 
kewenangan, justru melakukan korupsi…”.130
Wadek I FUF UIN Ar-Raniry menambahkan bahwa 
faktor gaya hidup yang cenderung materialistik-
hedonistik serta adanya kepentingan-kepentingan 
sektoral para abdi negara dewasa ini juga memberikan 
andil terjadinya kasus-kasus korupsi di Indonesia:
“pertama adalah dorongan kehidupan 
materialistik hedonistik. Keinginan untuk hidup 
mewah akan tetapi kemampuan terbatas. Kedua 
karena budaya yang tersistem, terstruktur 
dan terbangun membuka peluang terjadinya 
korupsi. Yang ketiga ada dorongan-dorongan 
sektoral, pribadi atau dorongan kelembagaan 
atau kepentingan kelompok yang membuat 
seseorang itu terdorong untuk korupsi, apalagi 
jika memang tidak ada dukungan nilai-nilai 
keagamaan atau moralitas”.131
130 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum . 
131 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan 
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Meski demikian, terkait dengan pandangan bahwa 
korupsi ditimbulkan karena kurangnya pendapatan/peng-
hasilan yang didapatkan si pelaku, para pimpinan UIN 
Ar-Raniry tidak sepenuhnya sependapat.
Terkait hal di atas, Wakil Dekan I FAH menjelaskan:
“yang mempengaruhi korupsi yang pertama 
adalah faktor mentalitas pejabat itu sendiri 
atau mentalitas pelaku itu sendiri. Dia 
tidak mempunyai mentalitas yang handal. 
Yang kedua adalah moral. Karena dia tidak 
punya moral sehingga dia berani melakukan 
pelanggaran hukum. Yang ketiga dia tidak punya 
standar pemahaman keagamaan. Sehingga 
dia melakukan pelanggaran hukum. Dan yang 
banyak sekali penyebabnya adalah terjadi korupsi 
itu adalah karena dikatakan ketidakcukupan 
penghasilan. Tetapi itu sangat relatif. Itu sangat 
relatif ketidakcukupan penghasilan pada efek 
terjadinya korupsi”.132
Selain dari faktor-faktor di atas, korupsi juga bisa jadi 
muncul dikarenakan ketidaktahuan pejabat negara 
terkait dengan aturan-aturan pengelolaan keuangan 
negara. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Rektor I UIN Ar-
Filsafat . 
132 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora. 
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Raniry sebagai berikut:
“Saya rasa banyak faktor yang mendorong 
terjadinya korupsi ini. Bisa jadi karena sifat 
tamak atau rakus dari si pelaku; bisa jadi karena 
faktor kurang kuatnya spiritual seseorang, atau 
bisa jadi pula karena si pelaku tidak memahami 
aturan tentang korupsi itu sendiri. Nah pada 
bagian ini korbannya juga banyak. Ada kalangan 
pejabat karena ketidaktahuannya tentang 
aturan penggunaan keuangan negara, akhirnya 
terperosok dalam kasus korupsi karena kebijakan 
yang diambil berdasarkan kewenangannya bisa 
jadi tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi 
memperkaya orang lain”.133 
Terkait dengan signifikansi pendidikan antikorupsi 
yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, 
semua informan menegaskan bahwa hal ini sangat 
penting. Sebab dengan adanya pendidikan antikorupsi 
maka peserta didik akan mendapatkan pengetahuan 
mengenai bahaya korupsi dalam segala bidang, 
faktor-faktor penyebab dan lain sebagainya, sehingga 
diharapkan bisa tercipta generasi yang anti terhadap 
segala jenis dan  bentuk korupsi.
133 Wawancara dengan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry. 
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Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
menjelaskan:
“Saya pikir pendidikan antikorupsi sangat 
penting karena dengan pendidikan anti korupsi 
dapat memberikan pemahaman kepada 
mahasiswa tentang korupsi dan gerakan 
untuk mencegahnya. Sehingga apabila mereka 
menjadi tokoh-tokoh masyarakat nantinya 
dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat luas tentang gerakan antikorupsi… 
Karena pendidikan pada dasarnya merespon 
kondisi yang ada di lapangan. Ketika saat ini 
korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, 
malah ada orang yang melakukan korupsi itu 
justru merasa bangga, maka itu adalah sebuah 
problematika sosial. Jadi oleh karena itu kita 
harus kembali mengembalikan mereka ke fitrah 
bahwa korupsi adalah  sesuatu yang merugikan 
masyarakat secara umum, bangsa dan negara 
secara keseluruhan.”.134
Sejalan dengan argumen di atas, Wakil Dekan I 
Fakultas Syari’ah dan  Hukum menerangkan:
134 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat . 
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“Pendidikan antikorupsi adalah sesuatu bentuk 
pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa 
dalam rangka memahami mana yang bisa 
dijadikan delik korupsi dan mana yang tidak 
dikatakan korupsi. Jadi istilahnya korupsi 
adalah penyalahgunaan anggaran Negara. Nah 
ini kan perlu dipahami secara luas, mana yang 
termasuk dalam korupsi dan mana yang tidak. 
Jadi pendidikan berusaha mentransfer, apa 
aturan negara yang hari ini sudah dijadikan 
sebagai format tentang korupsi itu, baik dari 
perundang-undangan yang ada, kemudian 
kita mencoba mengcover hal ini dalam proses 
pembelajaran. Jadi dengan demikian tentu saja 
pendidikan antikorupsi sangat penting”.135
Meski pendidikan antikorupsi dianggap penting 
untuk dilaksanakan, akan tetapi para informan 
berbeda pendapat mengenai strategi pelaksanaannya. 
Ada yang berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi 
perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri, 
namun ada pula yang berpendapat bahwa pendidikan 
antikorupsi cukup diintegrasikan saja pada mata 
kuliah-mata kuliah yang sudah ada.
Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-
135 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum . 
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Raniry berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi 
perlu diajarkan sebagai mata kuliah tersendiri 
sebanyak 2 sks. Sebab dengan mejadikan pendidikan 
antikorupsi sebagai mata kuliah tersendiri, maka 
hasilnya akan lebih efektif.
“Pendidikan antikorupsi menjadi tuntutan 
semua lembaga pendidikan untuk diberikan 
kepada mahasiswa 2 SKS saja. 2 SKS saja 
pendidikan antikorupsi diberikan kepada 
mahasiswa semester 2 atau 3 itu sudah sangat 
mendesak. Ini sebagai modal bagi mahasiswa 
untuk mengetahui pertama definisi korupsi itu 
sendiri, mengetahui sebab-sebab dan dampak 
korupsi itu sendiri, mengetahui sejarah gerakan 
antikorupsi itu sendiri dalam perspektif agama 
serta gerakan antikorupsi yang dilakukan 
di negara-negara maju dan bagaimana 
mengimplementasikan pendidikan antikorupsi 
baik dalam perspektif agama, maupun filosofi. Ini 
semua mendesak dilakukan… Dia tidak include 
dalam mata kuliah tertentu seperti hadis, tafsir, 
akhlak tasawuf, yang seringkali dikenal sebagai 
integrated curricullum. Tapi dia harus menjadi 
kurikulum independen khusus. Yang diajarkan 
oleh dosen-dosen yang kredibel dan mereka 
betul-betul sudah dilatih. Sehingga memberikan 
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efek yang sangat baik bagi mahasiswa dan 
generasi muda agar mereka ke depan tidak 
melakukan tindakan-tindakan korupsi”.136
Sejalan dengan pendapat di atas, Wakil Dekan I 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 
mengatakan:
“…Di perguruan tinggi sendiri jika memang akan 
diberlakukan, maka sebenarnya tidak hanya 
cukup dengan 2 SKS saja, akan tetapi harus 
ada upaya yang kontinyu. Di samping ada mata 
kuliah khusus tentang pendidikan antikorupsi, 
tetapi ada strategi-strategi lain yang diterapkan 
secara dinamis”.137
Selanjutnya Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi UIN Ar-Raniry menambahkan bahwa 
sebaiknya pendidikan antikorupsi tidak hanya 
diajarkan melalui lembaga pendidikan formal, akan 
tetapi juga informal dan non formal.
 
“Pada prinsipnya saya sejalan bila pendidikan 
antikorupsi dijalankan di perguruan tinggi, dalam 
136 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora. 
137 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. 
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hal ini di kampus UIN Ar-Raniry. Memang kalau 
diberlakukan secara resmi, pengawasannya kan 
memang lebih mudah. Hanya saja kalau menurut 
saya, pendidikan antikorupsi semestinya bukan 
hanya diformalkan melalui pendidikan formal, 
akan tetapi juga perlu menyentuh pendidikan 
non formal maupun informal”.138
Berbeda dengan kedua pandangan di atas, beberapa 
informan lain berpendapat bahwa pendidikan 
antikorupsi tidak perlu diajarkan sebagai mata kuliah 
tersendiri. Sebab jika ditetapkan sebagai mata kuliah 
tersendiri, maka akan semakin menambah beban 
SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa UIN Ar-
Raniry.
Rektor UIN Ar-Raniry mengatakan:
“…menurut saya untuk melaksanakan 
pendidikan antikorupsi secara efektif tidak 
perlu dibuat mata kuliah tersendiri, akan tetapi 
diintegrasikan saja dalam mata kuliah yang ada. 
Sepertinya itu akan lebih efektif”.139
138 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi. 
139 Wawancara dengan Rektor I UIN Ar-Raniry. 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Wakil Rektor I UIN 
Ar-Raniry menambahkan:
“Saya pada prinsipnya setuju bila pendidikan 
antikorupsi dilaksanakan di UIN Ar-Raniry. 
Hanya saja pelaksanaannya menurut saya tidak 
dalam bentuk mata kuliah tersendiri, akan 
tetapi diintegrasikan ke dalam mata kuliah-mata 
kuliah yang lain, misalnya pada mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan, fikih, tafsir, 
hadis, pendidikan akhlak, etika profesi dan 
lain sebagainya. Alasannya karena saat ini saja 
beban mata kuliah yang sudah ditetapkan sudah 
banyak. Apalagi saat ini kita harus memangkas 
mata kuliah terlalu banyak, padahal alokasi 
beban mata kuliah adalah antara 140-150 sks.”140
Asdir I Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry juga 
berpendapat yang sama. 
“Jadi kalau menurut saya, caranya kita memang 
belum uji coba. Jadi untuk sementara kita 
lanjutkan rencana saja dengan memasukkan 
materi pendidikan antikorupsi pada mata 
kuliah-mata kuliah tertentu. Dulu rencana 
awalnya memang seperti itu. Jadi tidak hanya 
140 Wawancara dengan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry. 
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dimasukkan dalam satu bidang studi atau mata 
kuliah, akan tetapi bisa dalam beberapa mata 
kuliah. Tapi kalau berdiri sendiri bisa menambah 
beban mata kuliah. Kan itu masalahnya”.141
Berdasarkan penggalian data lebih lanjut, pada 
dasarnya UIN Ar-Raniry sejak tahun 2007 sudah 
berupaya menggagas implementasi pendidikan 
antikorupsi dengan pola mengintegrasikannya pada 
mata kuliah-mata kuliah yang ada. Hanya saja upaya 
ini tidak ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga 
kurang terlaksana dengan baik. Terkait hal ini, Wakil 
Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 
menjelaskan:
“Yang pertama sudah dilakukan pada tahun 2007, 
adalah Focus Group Discussion tentang gerakan 
antikorupsi. Kemudian pada tahun 2007 sekitar 
bulan 7 atau bulan 8, juga ada lokakarya gagasan 
pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi di 
Aceh. Kemudian setelah itu di penghujung 2007 
juga telah dilakukan micro teaching pendidikan 
antikorupsi di IAIN Ar-Raniry dan ini semuanya 
disupport oleh CSRC UIN Jakarta. Kemudian 
pada aspek implementasinya, pada tahun 2008 
dia itu adanya pendidikan anti korupsi yang 
141 Wawancara dengan Asdir I PPs UIN Ar-Raniry. 
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berbasis pada integrated kurikulum. Artinya 
ada sub-sub pembelajaran antikorupsi yang 
dicangkokkan pada mata kuliah fikih, pada mata 
kuliah akhlak tasawuf dan mata kuliah tafsir 
di semua program studi IAIN Ar-Raniry. Akan 
tetapi itu hanya berjalan 1 tahun. Kemudian sejak 
tahun 2009 sampai sekarang tidak memperoleh 
perhatian khusus bagi pelaku-pelaku akademik 
bagi pemegang-pemegang kebijakan akademik, 
sehingga integrated kurikulum yang sudah 
disetujui waktu itu terbengkalai dan tidak 
adanya pendidikan anti korupsi sampai hari 
ini.”142
Menurut penuturan Wakil Dekan Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Ar-Raniry, secara spesifik 
pendidikan antikorupsi memang belum diajarkan di 
Fakultas Syari’ah dan Hukum. Akan tetapi beberapa 
hal yang sudah dilakukan untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan antikorupsi adalah 
dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran dan 
pertanggungjawaban. 
“…Kalau secara spesifik, apa yang kita lakukan 
di Fakultas Syari’ah adalah mentransfer 
nilai-nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai 
142 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Adab dan Humaniora. 
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pertanggungjawaban, itu sudah kita lakukan 
dalam bentuk mata kuliah-mata kuliah yang ada 
di Fakultas Syari’ah tapi tidak ada yang berbicara 
spesifik tentang pendidikan antikorupsi. Tapi 
kita juga sudah mengundang pemateri dari KPK 
untuk memberikan pendidikan antikorupsi 
kepada mahasiswa. Kebetulan saya sendiri dan 
Prof. Muslim terlibat dalam penyusunan Buku 
Antikorupsi yang dipandang dalam perspektif 
Islam. Nah di situ kita coba melihat dari segi 
legalitas atau perundang-undangan yang ada, 
kemudian kita juga melihat dari sisi sosiologis 
dan filosofisnya dari perspektif nilai-nilai Islam 
itu sendiri. Jadi memang secara individual, dosen 
kita sudah terlibat. Di Fakultas Syari’ah juga ada 
seorang dosen, yang terlibat dalam pendidikan 
antikorupsi. Tapi hal ini secara tidak langsung 
juga berpengaruh pada mata kuliah. Apalagi di 
Syari’ah ada mata kuliah Hukum Pidana, Hukum 
Perdata. Tapi menghadirkan mata kuliah anti 
korupsi itu sendiri belum ada yang spesifik”.143
Mengenai hal ini Rektor UIN Ar-Raniry menjelaskan 
bahwa pada dasarnya komitmen para pimpinan UIN Ar-
Raniry dalam menciptakan pola kepemimpinan yang 
143 Wawancara dengan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum . 
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bersih dari korupsi bisa dilihat dari penandatanganan 
pakta integritas saat dilantik. Demikian pula terkait 
dengan pertanggungjawaban keuangan di UIN Ar-
Raniry yang diperiksa secara rutin dan ketat oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini pada 
prinsipnya bisa juga dianggap sebagai pendidikan anti 
korupsi. 
“Kalau di kampus kita para pimpinan sudah 
menandatangani pakta integritas. Saya 
selaku rektor, dalam hal ini berkewajiban 
mengingatkan kepada semua elemen kampus 
tentang bagaimana resiko, bagaimana bahaya, 
bagaimana akibat dari perbuatan korupsi. Terkait 
dengan pelaksanaannya dalam pembelajaran, 
saya tidak tahu sudah sejauh mana materi-
materi pendidikan antikorupsi dimasukkan 
di dalam mata kuliah di kampus. Tapi wacana 
itu pada dasarnya sudah ada, seperti materi 
jender yang  juga sudah dimasukkan melalui 
prodi-prodi di kampus kita… Kami ini juga 
sering diingatkan, khususnya ketika datang 
inspektorat yang memeriksa. Ini juga bagian 
dari proses pembelajaran. Kemudian juga BPK. 
Mereka langsung memeriksa. Bukan hanya di 
biro, tapi sampai juga ke fakultas. Ini semua 
adalah bagian dari proses pembelajaran secara 
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tidak langsung.”.144
E. Konseptualisasi Pelaksanaan Pendidikan 
Anti Korupsi di UIN Ar-Raniry; Analisis Hasil 
Penelitian
Berdasarkan data-data dan penjelasan-penjelasan 
yang dipaparkan di atas tergambar bahwa pimpinan 
UIN Ar-Raniry sama-sama memandang bahwa korupsi 
adalah sesuatu yang berbahaya dan merusak. Bisa 
dikatakan tidak ada hal yang positif dari kejahatan 
korupsi. Tidak mengherankan bila kemudian para 
pimpinan di lingkungan UIN Ar-Raniry sama-sama 
menyepakati bahwa pendidikan antikorupsi sangat 
penting diajarkan di kampus. Bahkan sebenarnya hal 
ini sudah pernah digagas pada tahun 2007 lalu. Hanya 
saja kemudian gaungnya kurang terdengar lagi. 
Pandangan positif para pimpinan UIN Ar-Raniry 
terkait dengan pelaksanaan pendidikan antikorupsi 
di kampus ini pada dasarnya sangat layak 
diapresiasi. Sebab ini menandakan sebuah kesadaran 
bersama bahwa korupsi perlu dicegah melalui 
kegiatan penyadaran di tingkat perguruan tinggi. 
Meski demikian, sepertinya terdapat perbedaan 
pandangan mengenai strategi yang efektif untuk 
144 Wawancara dengan Rektor I UIN Ar-Raniry. 
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melaksanakannya. Ada yang berpandangan bahwa 
pendidikan antikorupsi perlu diajarkan sebagai mata 
kuliah tersendiri sehingga dengan demikian dapat lebih 
efektif dan mengena, tapi ada pula yang berpendapat 
bahwa pendidikan antikorupsi tidak perlu diajarkan 
sebagai mata kuliah tersendiri, akan tetapi cukup 
diintegrasikan dengan mata kuliah-mata kuliah lain. 
Apalagi dengan berlakunya kurikulum KKNI, maka 
jika pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata 
kuliah tersendiri, justru akan membuat masalah lain 
bagi mahasiswa dikarenakan akan menambah beban 
SKS yang harus diselesaikan semakin berat.
Upaya untuk mengintegrasikan pendidikan 
antikorupsi ke dalam mata kuliah-mata kuliah 
tertentu pada dasarnya bisa menjadi jalan keluar. 
Hanya saja pengintegrasian ini tentu tidak bisa 
dipandang sederhana dikarenakan dua hal: pertama, 
materi lama sudah cenderung diajarkan secara rutin 
dan menemukan polanya. Dengan demikian usaha 
pengintegrasian tema baru secara lebih eksplisit 
menuntut pematangan wacana, koherensi ide-ide dan 
kontekstualisasi materi. 
Kedua, jika hal pertama tersebut dilakukan maka 
sedikit banyak akan terjadi reorientasi kurikulum. 
Reorientasi kurikulum tidak dapat dilakukan tanpa 
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adanya serangkaian landasan epistemologis maupun 
strategis. Argumen epistemologis akan menjawab 
hakikat perubahan materi ajar dan mengapa perlu 
dilakukan perubahan. Sedangkan argumen strategis 
akan menganalisis sejauh mana perubahan tersebut 
dimungkinkan dengan melihat desain kurikulum 
dan proses pembelajaran yang sudah ada serta 
menganalisis potensi perubahan itu dalam kaitannya 
dengan pelaku maupun pengguna yang selama ini 
terlibat di dalamnya.145
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
melaksanakan pendidikan antikorupsi di Perguruan 
Tinggi Agama Islam yaitu:
Pertama, perlunya perubahan media internalisasi 
nilai dari yang bersifat doktrinal-formal dengan pola 
penanaman kesadaran moral secara kritis. Artinya 
145 JM Muslimin, “Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam 
(PTI): Pendekatan Integratif”, dalam Chaider S. Bamualim dan 
JM Muslimin (Ed), Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi 
Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 5. Lihat juga 
Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju 
Milenium Baru (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm. 157-
158; Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1959), hlm. 16-33; Dakir, Perencanaan dan Pengembangan 
Kurikulum: Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2004); Komaruddin Hidayat (ed), Problem dan Prospek IAIN: 
Antologi Pendidikan Tinggi Islam (Jakarta: Ditbinperta-Depag, 
2000); Ellie  Keen, Fighting Corruption through Education (Hungary: 
Constitutional and legal policy Institute, t.t), hlm. 31-33.
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media internalisasi nilai di Perguruan Tinggi Agama 
Islam hendaknya tidak mengandung nalar dan wacana 
teoretis semata. Demikian pula halnya, pesan-pesan 
moral dan pendidikan nilai yang bersifat formal, 
doktrinal dan ritual tidaklah cukup memadai. Kondisi 
ini perlu dirubah dengan cara meningkatkan moralitas 
kritis melalui berbagai macam programnya yang 
mencerminkan adanya inisiatif terhadap perbaikan 
nilai, struktur sosial dan penyakit sosial yang kronis.
Kedua, meninjau ulang kurikulum secara komprehensif, 
berkala dan efektif. Dengan adanya perkembangan 
pengetahuan dan teknologi serta sosial-budaya, 
peninjauan ulang kurikulum menjadi hal yang mutlak. 
Tentu saja perlu diperhatikan beberapa prinsip seperti 
relevansi, fleksibilitas, kontinyuitas, praktis-mudah 
dilaksanakan dan efektivitas.146 
Prinsip relevansi mencakup dua hal, yakni relevansi 
eksternal dan internal. Relevansi eksternal mencakup 
tujuan, isi, dan proses belajar yang hendaknya relevan 
dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan 
masyarakat. Sementara relevansi internal mencakup 
kesesuaian atau konsistensi antara komponen-
komponen di dalam kurikulum itu sendiri meliputi: 
146 Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan 
Praktaek (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 150-151. 
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tujuan, isi, proses penyampaian dan strategi 
pembelajaran serta instrumen evaluasi. 
Prinsip fleksibilitas menggariskan bahwa meski 
kurikulum tersebut disusun sebagai suatu acuan dan 
pedoman baku, tetapi di dalam prakteknya harus tetap 
fleksibel. Kelenturan ini dibutuhkan khususnya untuk 
mendorong adanya improvisasi metode pengajaran.
Adapun prinsip kontinyuitas mempertegas perlunya 
proses pengajaran dan pendidikan yang tertata 
secara bertahap dengan memperhatikan graduasi 
pemahaman, dari yang dasar menuju yang lebih rumit 
dan spesifik. Yang perlu digarisbawahi, kurikulum 
selayaknya mudah dipraktekkan tetapi efektif untuk 
mencapai tujuan.
Ketiga, perlu dipahami bahwa tujuan utama pendidikan 
adalah memanusiakan manusia. Karena itu PTAI 
sebaiknya mengadopsi gabungan model kurikulum 
humanistik yang menekankan adanya pendidikan 
yang lebih berorientasi pribadi kemanusiaan dan 
model kurikulum rekonstruksi sosial yang berorientasi 
pada perubahan lingkungan.
Metode pembelajaran pada model kurikulum 
humanistik menekankan adanya hubungan yang 
lebih bersifat emosional antara pendidik dengan 
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peserta didik, dengan instrumen evaluasi yang lebih 
menitikberatkan pada proses. Sementara model 
kurikulum rekonstruksi sosial menekankan metode 
pembelajaran yang relevan dengan tuntutan sosial. 
Instrumen evaluasinya adalah seberapa jauh output 
pendidikan memiliki dampak terhadap lingkungan 
sosial. Dengan pola penggabungan ini diharapkan 
proses internalisasi nilai, identifikasi personal dan 
diseminasi moral mudah untuk dapat dilakukan.147
Tujuan implementasi pendidikan antikorupsi di PTAI 
adalah:
1. Memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai 
antikorupsi dalam Islam dengan model pendekatan 
ilmu-ilmu keislaman secara interrelatif dan 
interdisipliner;
2. Menggalakkan penyebarluasan wacana antikorupsi;
3. Internalisasi komitmen moral antikorupsi 
berbasiskan idiom dan nomenklatur ilmu-ilmu 
keislaman;
4. Mengkondisikan lahirnya perasaan dan sikap 
antikorupsi secara laten;
147 JM Muslimin, “Pendidikan Antikorupsi …, hlm. 7-8. 
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5. Mendorong lahirnya inisiatif dan aksi nyata untuk 
mencegah dan memberantas praktek korupsi.148
Dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi, 
beberapa pendekatan yang bisa dijadikan acuan 
adalah: 1) Pendekatan interkoneksi dan interrelasi; 
2) Pembentukan kebiasaan dan 3) Pemodelan (role 
model). 
Prinsip interkoneksi dan interrelasi mengajarkan 
bahwa setiap ilmu pada hakikatnya merupakan satu 
kesatuan. Tidak ada suatu ilmu yang berdiri sendiri, 
apalagi ilmu-ilmu sosial/ humaniora, termasuk ilmu-
ilmu agama. Karenanya kajian-kajian yang bersifat 
multidisipliner dan integratif dapat memberikan 
manfaat lebih besar secara sosial. Atas asumsi dasar 
demikian, maka ketika korupsi dipandang dari 
perspektif Islam, gejala dan praktek korupsi itu 
sendiri harus dipahami hakikat dan pengertiannya 
secara multidisipliner kemudian diteropong dalam 
perspektif Islam yang interkonektif.
Sementara itu terkait dengan pembentukan kebiasaan 
dan pemodelan dalam pembelajaran antikorupsi 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
148  JM Muslimin, “Pendidikan Antikorupsi …, hlm. 11.
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Pertama, pendidik hendaknya menjadi contoh 
sekaligus mentor bagi peserta didik. Tanpa adanya 
peran ini, maka proses pengkondisian nilai bagi 
peserta didik akan sulit dilakukan.
Kedua, pendidikan di dalam kampus harus menjadi 
tempat terintegrasinya fungsi tri pusat pendidikan 
yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Fungsi 
kampus seperti ini sudah semakin mendesak 
dewasa ini karena modernisasi telah berpengaruh 
pada minimalisasi peran pendidikan keluarga. 
Dengan begitu segala hal yang didengar, dilihat, dan 
diperhatikan peserta didik, baik di kelas maupun 
di luar kelas secara koheren telah menjadi pranata 
pendidikan atau proses internalisasi nilai.
Ketiga, pendidikan nilai tidaklah berhenti pada level 
wacana, akan tetapi harus dipraktekkan. Untuk 
melihat urgensi sifat jujur di dalam masyarakat dan 
melihat betapa rumit dan bahayanya praktek korupsi 
misalnya, para peserta didik dapat diajak melihat 
langsung proses jalannya suatu pengadilan korupsi 
yang sedang digelar, atau melihat dan mencerna segala 
sesuatu yang riil di sekelilingnya akibat korupsi. 
Keempat, aksentuasi proses pendidikan harus 
merupakan cara transmisi kebudayaan melalui 
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mekanisme imitasi, identifikasi dan sosialisasi. 
Imitasi dapat dilakukan karena adanya penkondisian, 
pencontohan dan pembiasaan, pemaksaan lingkungan 
dan kultural. Sedangkan identifikasi adalah tahapan 
pemilihan dan pemilahan yang secara kritis dapat 
mendorong peserta didik untuk mencerna secara 
logis mana saja sifat kultural yang dapat ditiru 
dan mana saja yang harus dijauhi. Sementara pada 
aspek sosialisasi dan diseminasi, nilai-nilai itu dapat 
menyebar kepada yang lain.149
Selain dari hal-hal di atas, strategi untuk 
mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di 
UIN Ar-Raniry adalah dengan mengaktifkan kembali 
Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK). Sejauh ini 
lembaga yang berbentuk pusat studi ini kurang 
aktif. Gaung kegiatannya sangat jarang terdengar 
hingga saat ini. Padahal dalam konteks pelaksanaan 
pendidikan antikorupsi, lembaga ini sehaarusnya 
bisa menjadi salah satu motor penggerak baik dalam 
merumuskan konsep integrasi materi pada kurikulum 
di UIN Ar-Raniry, penyelenggaraan pelatihan tentang 
antikorupsi bagi dosen dan mahasiswa dan lain 
sebagainya.
149 JM Muslimin, “Pendidikan Antikorupsi …, hlm. 11. 
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
BAB IV
Penutup
 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa 
simpulan serta saran-saran. 
A. Simpulan
1. Pendidikan anti korupsi sebagai usaha sadar yang 
terstruktur dan sistematis untuk menanamkan 
sifat dan karakter anti korupsi pada jiwa peserta 
didik dalam lembaga pendidikan formal merupakan 
salah satu upaya penting untuk mencegah 
terjadinya kasus-kasus korupsi di Indonesia. 
Pendidikan antikorupsi ini sangat signifikan dan 
aktual dalam konteks pembangunan bangsa ini 
menuju masa depan yang lebih baik ke depan. 
Sebab keterpurukan bangsa Indonesia selama 
ini di antaranya adalah disebabkan oleh masih 
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maraknya praktek-praktek korupsi di berbagai 
bidang. 
2. UIN Ar-Raniry pada dasarnya sudah menginisiasi 
pelaksanaan pendidikan anti korupsi sejak tahun 
2007. Upaya untuk mendukung anti korupsi ini 
juga diwujudkan dalam penandatanganan pakta 
integritas bagi setiap pimpinan struktural di 
lingkungan UIN Ar-Raniry. Tujuannya adalah 
untuk menciptakan budaya kerja yang bersih, 
jujur dan  akuntabel. Meski demikian, salah 
satu permasalahan yang mutlak diperhatikan 
terkait  dengan pendidikan antikorupsi di kampus 
UIN Ar-Raniry adalah belum adanya tindak 
lanjut secara sistematis dan terstruktur dalam 
implementasinya. 
3. Langkah strategis dalam  mengimplementasikan 
pendidikan anti korupsi di UIN Ar-Raniry adalah 
dengan mengintegrasikannya pada mata kuliah-
mata kuliah yang ada, tidak perlu membuat mata 
kuliah tersendiri. Hal ini dikarenakan beban 
kurikulum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa 
UIN Ar-Raniry sudah sangat berat. Beberapa mata 
kuliah yang bisa dimasukkan materi antikorupsi 
adalah: tafsir, hadis, fikih, pendidikan akhlak, 
pendidikan kewarganegaraan dan tasawuf. Untuk 
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itu maka perlu dibentuk sebuah tim kerja (task 
force) yang akan menindaklanjuti penyusunan 
kerangka ajar berdasarkan masing-masing fakultas 
di lingkungan UIN Ar-Raniry. 
B. Saran-Saran
1. Perlu diadakan kajian yang lebih serius dan 
mendalam mengenai strategi pembelajaran 
pendidikan antikorupsi di UIN Ar-Raniry.
2. Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK) yang selama 
ini kurang berjalan perlu aktif perlu diaktifkan 
kembali mulai dari penyegaran kepengurusan 
dan pembinaan sehingga dapat membantu 
mengakselerasi upaya implementasi pendidikan 
antikorupsi di UIN Ar-Raniry.
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